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A.	Latar Belakang

Kekerasan dan pelecehan di dunia kerja, termasuk kekerasan berbasis gender yang terjadi dalam 
dunia kerja merupakan persoalan yang serius. Hanya saja, perhatian terhadap isu kekerasan 
dan pelecahan di tempat kerja masih beragam; tidak semua pihak menganggap kekerasan dan 
pelecehan sebagai isu yang perlu direspons dalam dunia kerja. Respons yang beragam terhadap 
kekerasan dan pelecehan dalam dunia kerja disebabkan antara lain karena pengetahuan yang 
tidak memadai tentang apa yang disebut dengan kekerasan dan pelecehan serta dampaknya 
pada dunia kerja. Kurangnya pengetahuan tentang kekerasan dan pelecehan akan berpengaruh 
terhadap kurangnya kesadaran untuk merespons kekerasan dan pelecehan yang terjadi. 
Respons yang tidak memadai menciptakan suasana kerja yang tidak nyaman dan tidak sehat 
yang berkelanjutan.

B.	Tujuan Penyusunan Panduan

Buku panduan ini disusun dengan maksud menjadi pegangan bagi para pihak yang memiliki 
peran dalam dunia kerja; pemberi kerja, serikat pekerja/organisasi atau kelompok pekerja, 
pembuat kebijakan di tingkat nasional dan daerah dan kelompok masyarakat yang berinteraksi 
dengan pekerja. 

Buku panduan ini ditulis untuk kepentingan praktis: 

Menyediakan pengetahuan mendasar tentang kekerasan dan pelecehan, 
termasuk kekerasan berbasis gender yang terjadi dalam dunia kerja;

Memberikan informasi berbagai bentuk dan lingkup kekerasan dan pelecehan 
di dunia kerja dalam sektor kerja yang beragam;

Memberikan ilustrasi tentang upaya mencegah dan menangani kekerasan dan 
pelecehan dalam dunia kerja;

Memberikan informasi berbagai inisiatif dan langkah-langkah yang perlu 
dilakukan jika terjadi kekerasan dan pelecehan dalam dunia kerja.
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C.	 Manfaat Panduan

Dengan pengetahuan yang ada tentang kekerasan dan pelecehan, para kelompok strategis 
diharapkan dapat: 

1 Melakukan penyebarluasan informasi tentang pentingnya pencegahan dan 
penanganan kekerasan dan pelecehan di dunia kerja;

2 Melakukan langkah-langkah dan inisiatif untuk memastikan adanya program 
pencegahan dan penanganan kekerasan dan pelecehan di dunia kerja;

3 Mendeteksi secara dini potensi kasus-kasus yang dapat terjadi di kalangan pekerja;

4 Melakukan perencanaan kebijakan, program dan anggaran untuk mencegah 
kekerasan dan pelecehan dalam dunia kerja.

D.	Prinsip - Prinsip Pemberdayaan Perempuan (WEPs) Sebagai Panduan 
Menciptakan Tempat Kerja yang Aman dan Inklusif

Prinsip-prinsip Pemberdayaan Perempuan (WEPs) adalah seperangkat Prinsip yang 
menawarkan panduan kepada bisnis tentang bagaimana mempromosikan kesetaraan gender 
dan pemberdayaan perempuan di tempat kerja, pasar dan masyarakat. WEPs disusun oleh 
UN Global Compact dan UN Women dengan merujuk pada standar ketenagakerjaan dan hak 
asasi manusia internasional. Penyusunan WEPs berpijak pada pengakuan bahwa bisnis memiliki 
kepentingan, dan tanggung jawab, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. WEPs 
adalah kendaraan utama untuk penyampaian perusahaan pada dimensi kesetaraan gender dari 
agenda 2030 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB (SDGs)1.

Penerapan WEPs mensyaratkan adanya pendekatan kolaboratif dalam jaringan 
multistakeholder untuk mendorong praktik bisnis yang memberdayakan perempuan, 
termasuk upah yang sama untuk pekerjaan dengan nilai yang sama, praktik rantai pasokan 
yang responsif gender dan tidak ada toleransi terhadap pelecehan seksual di tempat kerja2. 

1	 Women’s Empowerment Principles, “How Can the Women’s Empowerment Principles Benefit Your Company?”, https://www.weps.org/resource/
how-can-womens-empowerment-principles-benefit-your-company, diakses pada 13 April 2022

2	 Women Empowerment Principles, “About”, https://www.weps.org/about, diakses pada 13 April 2022

https://www.weps.org/resource/how-can-womens-empowerment-principles-benefit-your-company
https://www.weps.org/resource/how-can-womens-empowerment-principles-benefit-your-company
https://www.weps.org/about
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Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Perempuan (WEPs), terdiri dari tujuh prinsip, seperti terlihat 
pada ilustrasi di bawah ini3. 

GAMBAR 1. PRINSIP-PRINSIP PEMBERDAYAAN PEREMPUAN (WEPs)

PRINSIP KE-1

Kepemimpinan 
perusahaan 
tingkat tinggi

PRINSIP KE-2

Memperlakukan 
semua perempuan & 
laki-laki secara adil 
dan non-diskriminasi

PRINSIP KE-3

Menjamin kesehatan, 
keselamatan, dan 
kesejahteraan

PRINSIP KE-4

Pendidikan dan 
pelatihan untuk 
kemajuan karir

PRINSIP KE-5

Pengembangan 
perusahaan, rantai 
pasokan, dan praktik 
pemasaran

PRINSIP KE-6

Inisiatif masyarakat 
dan advokasi

PRINSIP KE-7

Pengukuran dan 
pelaporan

PRINSIP-PRINSIP 
PEMBERDAYAAN 
PEREMPUAN

WEPs

Sumber: Hasil Olahan Kontributor berdasarkan UN Women (WEPs)

Penerapan WEPs oleh bisnis masih menghadapi dilema untuk memastikan diskriminasi gender 
tidak terjadi dalam operasi mereka sendiri, rantai pasokan dan masyarakat mengingat bahwa 
diskriminasi gender dapat tertanam dalam norma-norma sosial, budaya lokal dan bahkan 
hukum nasional4.

 

3	 Ibid.

4	 United Nation Global Compact, “Business and Human Rights Navigator”, https://bhr-navigator.unglobalcompact.org/issues/gender-equality/, 
diakses pada 13 April 2022  

https://bhr-navigator.unglobalcompact.org/issues/gender-equality/
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Komite CEDAW secara khusus menjabarkan keterkaitan kekerasan berbasis gender dan hak untuk 
bekerja perempuan. Kekerasan dan pelecehan seksual di tempat kerja yang menimpa pekerja 
perempuan akan sangat berdampak pada kesetaraan dalam pekerjaan5. Untuk memitigasi hal-
hal ini, Prinsip 3 WEPs berfokus untuk menjamin kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan 
seluruh pekerja baik perempuan maupun laki-laki. Perusahaan dapat melakukan beberapa hal 
untuk dapat mengimplementasikan Prinsip 3, yakni sebagai berikut:6

Menetapkan kebijakan dan prosedur internal, termasuk sistem pengaduan 
rahasia, untuk mencegah dan menangani segala bentuk kekerasan dan 
pelecehan seksual di tempat kerja.

Melatih keamanan staf dan manajer untuk mengetahui tanda-tanda kekerasan 
terhadap perempuan, perdagangan manusia, eksploitasi pekerja dan seksual, 
dan segera menangani kekerasan dalam rumah tangga, khususnya bagi pekerja 
yang bekerja dari jarak jauh dan selama pandemi dan krisis global dimana 
layanan dukungan mungkin kurang tersedia.

Memastikan pekerja, termasuk pekerja paruh waktu, mendapatkan akses 
yang sama ke asuransi kesehatan dan menyesuaikan dukungan untuk 
pekerja yang berkebutuhan khusus, termasuk orang dengan disabilitas, dan 
penyintas kekerasan dan pelecehan.

Menghormati hak pekerja perempuan dan laki-laki atas waktu istirahat 
untuk perawatan medis dan konseling bagi diri mereka sendiri dan 
tanggungan mereka.

Menciptakan kondisi kerja yang aman dan perlindungan dari paparan 
terhadap bahan berbahaya dan mengungkapkan potensi risiko, termasuk 
bagi kesehatan reproduksi.

Menangani isu keamanan dan keselamatan, termasuk bepergian ke/dari 
kerja dan perjalanan bisnis, dengan berkonsultasi dengan pekerja.

5	 UN Committee on the Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW), CEDAW General Recommendation No. 19: Violence against women, 
1992, para.17-18.

6	 UN Women, Equality Means Business | WEPs Brochure, Op.Cit, hlm. 33 dan UN Global Compact, Women’s Empowerment Principles, Op.Cit, hlm. 4.
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A.	Definisi Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja

Pada tanggal 21 Juni 2019, Konstituen ILO dari seluruh dunia (Pemerintah, Pekerja dan 
Pengusaha) mengadopsi Konvensi No. 190 tentang Kekerasan dan Pelecehan (Convention No. 
190 on Violence and Harassment) dan Rekomendasi No. 206 yang menyertainya. KILO 190 
merupakan perjanjian internasional pertama yang mengakui hak setiap orang atas dunia kerja 
yang bebas dari kekerasan dan pelecehan, termasuk kekerasan dan pelecehan berbasis gender.

KILO 190 mendefinisikan kekerasan dan pelecehan di dunia kerja sebagai: 

“Serangkaian perilaku dan praktik yang tidak dapat 
diterima, atau ancaman daripadanya, baik kejadian 
tunggal atau berulang, yang bertujuan, mengakibatkan, 
atau mungkin mengakibatkan kerugian fisik, psikologis, 
seksual atau ekonomi, dan termasuk kekerasan dan 
pelecehan berbasis gender.” 

Dari definisi di atas, maka ada 4 (empat) elemen kekerasan dan pelecehan dalam dunia kerja. 

BAGAN 1 ELEMEN DARI KEKERASAN DAN PELECEHAN DI DUNIA KERJA

PERBUATAN

―― Praktek dan perilaku 
yang tidak diterima

―― Atau ancaman 
terhadap hal tersebut

TUJUAN YANG MEMBERI 
DAMPAK/MENYAKITI

―― Fisik

―― Psikis

―― Seksual

―― Ekonomi

SIFATNYA

―― Perbuatan yang 
dilakukan sekali

―― Perbuatan yang 
dilakukan berulang

LINGKUP

―― Umum

―― Berbasis Gender

Secara global, sulit untuk menemukan jumlah pasti kasus kekerasan dan pelecehan di dunia 
kerja. Dalam konteks Indonesia, belum ada data yang komprehensif untuk mencerminkan 
keseluruhan tindak kekerasan dan pelecehan dalam dunia kerja. Meskipun demikian, terdapat 
beberapa sektor pekerjaan yang rentan ditemukan kekerasan dan pelecehan, seperti: sektor 
pariwisata dan perhotelan, sektor kesehatan, pekerjaan yang banyak dilakukan di malam hari, 
sektor garmen yang sebagian besar pekerjanya adalah perempuan, sektor perkebunan, serta 
jenis-jenis pekerjaan lain yang bersifat informal sehingga tidak terlindungi dengan hukum 
ketenagakerjaan formal.
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Berdasarkan dampaknya, bentuk kekerasan dan pelecehan di dunia kerja yang masuk dalam 
kategori kekerasan dan pelecehan sangat beragam termasuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi 
dan seksual. Lingkupnya meliputi:

1 Kekerasan dan pelecehan secara umum yang dapat terjadi pada siapa saja dalam dunia 
kerja; baik laki-laki ataupun perempuan;

2 Kekerasan dan pelecehan yang berbasis gender, khususnya kekerasan dan pelecehan 
yang tertentu dan dialami khusus oleh perempuan.

BAGAN 2 BENTUK KEKERASAN DAN PELECEHAN DI DUNIA KERJA

KEKERASAN 
FISIK

KEKERASAN 
PSIKIS

KEKERASAN 
BERDIMENSI 
EKONOMI

KEKERASAN 
SEKSUAL

Kekerasan dan Pelecehan 
Seksual Secara Umum

Kekerasan dan Pelecehan 
Berbasis Gender

Praktek-praktek Kerja yang Kasar, 
Perundungan dan Intimidasi

Kekerasan dan Pelecehan  
Berbasis Online

Kekerasan fisik; perbuatan yang sasarannya terhadap tubuh seseorang, baik muka 
atau wajah, badan, tangan, atau anggota tubuh lainnya. Kekerasan fisik memberi 
dampak pada rasa sakit, luka, tidak bisa bergerak, terganggu dalam melakukan 
aktivitas tertentu dan lainnya. 

ILUSTRASI 1    

Seorang ASN di sebuah instansi pemerintahan daerah memukul staf tenaga honorer yang 
bekerja pada instansi tersebut. Pemukulan dilakukan dengan alasan mendidik staf tersebut 
karena dianggap berlaku tidak sopan (sumber; pemberitaan media dan media sosial Januari 2022).

Dampak lebih lanjut seseorang harus mendapatkan perawatan medis. Perbuatan yang masuk 
kategori kekerasan fisik misalnya: memukul, menampar, mencubit, mencekik, menendang, 
mendekap, menabrak atau kegiatan lainnya. Kekerasan fisik dalam hal ini pun dapat menggunakan 
alat ataupun tidak.
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Kekerasan psikis: perbuatan yang ditujukan kepada seseorang sehingga 
menimbulkan merasa sedih, sakit, terganggu perasaannya atau terluka 
secara jiwa yang memberi dampak pada terganggu perasaan, batin ataupun 
merasa rendah diri, tidak berharga, tidak berarti, dan merasa salah.

Kekerasan psikis dapat dilakukan dengan ungkapan-ungkapan atau kata-kata baik secara sengaja 
ataupun tidak sengaja, sekali ataupun berulang-ulang. Misalnya dengan sengaja memuji pekerja 
lain dengan maksud merendahkan pekerja yang disasar, mengungkapkan kata-kata kasar, atau 
ungkapan-ungkapan yang tidak sesuai dengan konteks kerja.

ILUSTRASI 2     

Seorang pekerja magang di sebuah hotel pada bagian hospitality melakukan pekerjaan, 
Pekerjaannya sangat beragam dan melelahkan- tidak saja di hotel tempat bekerja, terutama 
pekerjaan yang bersifat personal dilakukan terhadap pekerja hotel yang menjadi atasan 
langsung seperti membuatkan kopi, membelikan makan siang dan urusan rumah tangga 
atasannya. Ketika menyampaikan keberatan karena kerja-kerja tersebut tidak terkait dengan 
hotel, atasannya berkata, “kalau mau kerja harus teruji fisik dan mental, tidak boleh bawa 
perasaan dan manja.” Pernyataan itu menimbulkan rasa tidak nyaman, karena ia tidak manja 
tapi ia merasa seharusnya ia tidak bekerja untuk kepentingan pribadi atasannya. Ia merasa 
dimanfaatkan karena posisi sebagai pegawai magang dimana nilai akhirnya tergantung dengan 
atasannya. (diolah dari informasi yang disampaikan pada Workshop “Meliput Isu Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja, 19 Jan – 3 
Feb 2022” oleh ILO & AJI Indonesia).

Kekerasan psikis bisa sebagai dampak dari adanya bentuk kekerasan lainnya; seperti sebagai 
dampak dari pelecehan seksual atau perundungan yang dialami.

Kekerasan yang berdimensi ekonomi merupakan perbuatan yang me-
nyebabkan seorang kehilangan mata pencaharian, diberhentikan dari 
pekerjaan, tidak mendapatkan nafkah, dihilangkan atau dilarang mengakses 
sumber penghidupan lainnya. Kekerasan berdimensi ekonomi termasuk 
dieksploitasi tenaga demi keuntungan ekonomi orang lain. Eksploitasi kerap 
terjadi dalam praktek dan kondisi kerja yang buruk. Dampak dari kekerasan 
berdimensi ekonomi termasuk hilangnya akses terhadap hak-hak lainnya.

  ILUSTRASI 3     

Para pekerja di perkebunan sawit yang menjadi buruh harian lepas kerap mengalami eksploitasi. 
Dengan sistem target, mereka mengerahkan anggota keluarga termasuk anak-anak bekerja 
sebagai pengumpul sawit agar memenuhi target harian. Pekerja perempuan harian lepas yang 
bekerja sebagai penyemprot hama, bekerja selama 22 hari, menggendong alat penyemprot 
yang beratnya sekitar 16 kilo dengan target bidang yang harus disemprot. Keadaan hamil tidak 
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diindahkan sebab jika tidak menjalankan apa yang dikehendaki oleh pemberi kerja maka tidak 
mendapat upah harian. “Kalau mau uang ya bekerja, silahkan, kalau tidak mau kerja ya gak 
dapat uang, terserah.” Bekerja sebagai penyemprot hama berpengaruh terhadap kesehatan 
jangka panjang. Di sisi lain, mereka tidak mendapatkan jaminan kesehatan (diskusi informal, 3 Februari 

2022, Pendamping Perusahaan Kelapa Sawit).

Kekerasan dan pelecehan dunia kerja erat kaitannya dengan situasi kerja yang eksploitatif, 
sebagaimana terlihat dalam Ilustrasi 1. Kekerasan dan pelecehan beririsan dan menjadi 
bertumpuk dengan situasi kerja yang tidak kondusif. 

Selain empat bentuk kekerasan yang disebutkan secara nyata dalam KILO 190, terdapat bentuk 
kekerasan lain yang terjadi terutama dalam era digital; kekerasan dan pelecehan yang berbasis 
internet/online7.

ILUSTRASI 4     
Seorang perawat mengirim teks pada dokter yang bekerja di sebuah rumah sakit mengabarkan 
berita perkembangan kondisi pasien. Pada malam hari dokter tersebut mengirimkan teks 
sms kepada perawat bertanya apa yang sedang dilakukan, dan pertanyaan-pertanyaan yang 
bersifat pribadi termasuk guyonan-guyonan yang berbau seksual. Hal yang sama terjadi dari 
pada seorang residen muda di sebuah rumah sakit yang kerap mendapatkan sms yang membuat 
tidak nyaman karena ada ungkapan-ungkapan metafora yang menjurus pada ajakan melakukan 
hubungan seksual (diringkas dari sharing secara informal oleh beberapa perawat dari sebuah RS swasta, Januari 2022).

Kekerasan Berbasis Gender Online merupakan perbuatan yang 
dilakukan terhadap seseorang dengan menggunakan berbagai media 
elektronik atau menggunakan platform internet, dengan komputer 
atau telepon genggam, dan sejenis perlengkapan elektronik lainnya. 
Berbagai contoh kekerasan ini misalnya adalah merekam atau memfoto 
seseorang tanpa persetujuan, yang kemudian menyebarkan rekaman 
atau foto tersebut, mengirimi seseorang pesan-pesan atau ungkapan-
ungkapan yang menyakitkan atau tidak senonoh, mengunduh foto-foto 
yang memiliki konten seksual ke media sosial, menguntit seseorang 
secara daring, memaksa seseorang melakukan video sex atau audio 
sex dan perdagangan orang secara online dan sebagainya.

7	 Lihat, Tenório, N., Bjørn, P. Online (2019) Harassment in the Workplace: the Role of Technology in Labour Law Disputes. Comput Supported Coop 
Work 28 hlm. 293–315; Dunja Antunovic (2019) “We wouldn’t say it to their faces”: online harassment, women sports journalists, and feminism, Feminist 
Media Studies, 19:3, 428-442; Emma A. Jane (2018) Gendered cyberhate as workplace harassment and economic vandalism, Feminist Media Studies, 18:4, 
575-59; D’Cruz, P. and Noronha, E. (2018), “Target experiences of workplace bullying on online labour markets: Uncovering the nuances of resilience”, 
Employee Relations, Vol. 40 No. 1, hlm. 139-154.
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B.	 Kekerasan Berbasis Gender dalam Dunia Kerja

1.	 Apa itu Kekerasan Berbasis Gender?

Kekerasan berbasis gender merupakan istilah yang muncul di tingkat global yang merujuk pada 
adanya perlakuan-perlakuan dalam berbagai bentuk kekerasan yang terjadi karena adanya 
ketimpangan relasi gender (antara laki-laki dan perempuan)8.  Kekerasan berbasis gender identik 
terjadi dimana korbannya adalah perempuan. Dengan demikian, istilah kekerasan terhadap 
perempuan kerap disebutkan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan9.

Terkait dengan kekerasan dan pelecehan berbasis gender, KPPPA telah mengembangkan sistem 
aplikasi pencatatan dan pelaporan khususnya untuk kekerasan terhadap perempuan dan anak 
melalui SIMFONI-PPA. Data tersebut sebagai indikasi bahwa kekerasan dan pelecehan khususnya 
berbasis gender di dunia kerja terjadi. Data tersebut melengkapi berbagai data kekerasan 
berbasis gender lainnya yang ditemukan oleh berbagai pihak.

8	 Lihat: Inter-Agency Standing Committee. 2015. Guidelines for Integrating Gender-Based Violence Interventions in Humanitarian Action: Reducing 
risk, promoting resilience and aiding recovery dapat diakses pada https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2015/09/2015-IASC-Gender-based-
Violence-Guidelines_lo-res.pdf.

9	 Lihat General Recommendation CEDAW No.  35 Tahun 2017 tentang Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan.

https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2015/09/2015-IASC-Gender-based-Violence-Guidelines_lo-res.pdf
https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2015/09/2015-IASC-Gender-based-Violence-Guidelines_lo-res.pdf
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BOX 1 KEKERASAN BERBASIS GENDER TERHADAP PEKERJA PEREMPUAN

Kekerasan terhadap perempuan dalam konteks kekerasan berbasis gender dilakukan oleh laki-
laki yang secara sosial memiliki kekuasaan lebih tinggi dibandingkan perempuan. Dampak relasi 
gender lebih negatif dan berat pengaruhnya terhadap perempuan terutama karena adanya 
budaya patriarki.

10	 Data SIMFONI-PPA dapat diakses dari https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan.

11	 BetterWork, 2019, Pelecehan seksual di tempat kerja: Wawasan dari industri garmen global, diakses dari https://betterwork.org/portfolio/sexual-
harassment-at-work-insights-from-the-global-garment-industry pada 5 April 2021.

12	 Priska Sari Pratiwi, 24 November 2016, “Buruh Pabrik Garmen Sering Alami Kekerasan Seksual”, CNN Indonesia, diakses dari https://www.
cnnindonesia.com/nasional/20161124152933-20-17504 8/buruh-pabrik-garmen-sering-alami-kekerasan-seksual pada 10 Agustus 2021.

13	 Perempuan Mahardika, 2017, Pelecehan Seksual dan Pengabaian Hak Maternitas pada Buruh Garmen, Kajian Kekerasan Berbasis Gender di KBN 
Cakung, Perempuan Mahardika.

Pada 2021, Kementerian Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak 
mencatat 179 kasus kekerasan dan 
pelecehan berbasis gender yang terjadi 
yang dilakukan oleh majikan/pemberi 
kerja, 11 kasus oleh rekan kerja dimana 
perbuatan terjadi di tempat kerja/
lingkungan kerja10. 

11179
KASUS KEKERASAN

OLEH REKAN KERJA

99%

Di industri garmen di Indonesia yang 
sebagian besar terdiri dari pekerja per-
empuan di bawah usia 30 tahun, 84,3% 
pekerja perempuan di industri garmen 
di Indonesia merasa khawatir terhadap 
pelecehan seksual di pabrik mereka11. 

Federasi Buruh Lintas Pabrik juga 
mencatat bahwa pelecehan seksual 
sering terjadi di pabrik garmen, yang 
mana 99% pekerja di pabrik garmen 
adalah perempuan12. 

Selain itu, studi dari Perempuan Mahardika menyebutkan 
bahwa pekerja perempuan di pabrik garmen tidak hanya 
menghadapi ancaman kekerasan seksual, tetapi juga kurangnya 
pemenuhan terhadap hak-hak bersalin mereka di tempat kerja 
dan kerentanan dalam mengalami kekerasan dalam rumah 
tangga di rumah13. 

https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan
https://betterwork.org/portfolio/sexual-harassment-at-work-insights-from-the-global-garment-industry
https://betterwork.org/portfolio/sexual-harassment-at-work-insights-from-the-global-garment-industry
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20161124152933-20-17504 8/buruh-pabrik-garmen-sering-alami-kek
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20161124152933-20-17504 8/buruh-pabrik-garmen-sering-alami-kek
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BOX 2 BUDAYA PATRIARKI

2.	 Apa saja bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender terhadap perempuan?

Kekerasan seksual merupakan kekerasan yang umum terjadi terhadap perempuan dalam dunia 
kerja. Tidak ada satu sektor pun yang aman dari kekerasan berbasis gender, terutama karena 
perempuan telah bekerja di hampir segala sektor kerja. Kekerasan berbasis gender terhadap 
perempuan dapat dilakukan oleh perorangan atau individu, kelompok atau group dimana pelaku 
terdiri dari lebih dari satu, perusahaan atau korporasi, atau aktor di pemerintahan, penegak 
hukum, atau institusi negara.

Ada beberapa bentuk kekerasan berbasis gender terhadap perempuan: baik kekerasan fisik, 
psikis, seksual, penelantaran ekonomi dan termasuk kekerasan berbasis gender online14.

KEKERASAN SEKSUAL

Kekerasan seksual memiliki berbagai bentuk kekerasan yang diarahkan untuk menjadikan 
tubuh seseorang sebagai objek seksual yang memberi dampak penderitaan kepada orang yang 
menjadi sasaran kekerasan seksual. Kekerasan seksual banyak terjadi terhadap perempuan 
namun dapat terjadi terhadap laki-laki, terutama jika perempuan memiliki posisi kelas, status 
dan posisi yang lebih tinggi terhadap laki-laki.

14	 Modifikasi dari Deklarasi Kekerasan Terhadap Perempuan, 1993; Ibid.

Budaya yang 
mengutamakan 
laki-laki.

Budaya yang meletakkan perempuan sebagai subordinat  
laki-laki atau di bawah laki-laki.

Dalam masyarakat yang memegang nilai-nilai patriarki, pengam-
bilan keputusan biasanya diletakkan pada laki-laki. Laki-laki 
memiliki hak-hak khusus yang kerap tidak dimiliki perempuan.

Budaya patriarki dapat ditemukan di masyarakat yang memiliki 
garis keturunan pada laki-laki (patrilineal), garis keturunan pada 
perempuan (matrilineal) dan parental.
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Berbagai bentuk kekerasan seksual yang dapat terjadi dalam dunia kerja antara lain:

PELECEHAN  SEKSUAL Fisik, verbal, non-verbal dan daring (online);

PERCABULAN/

PENYERANGAN  

SEKSUAL

Perbuatan yang menyerang tubuh seseorang atau memaksa 
melakukan perbuatan yang berkonotasi seksual;

PERKOSAAN Hubungan seksual secara paksa, dengan kekerasan atau ancaman 
kekerasan, atau dalam keadaan seseorang tidak berdaya, atau tidak 
mampu memberikan izin;

ILUSTRASI 5     
Seorang mahasiswa yang sedang magang di sebuat kantor aparat penegak hukum beberapa kali 
diajak jalan-jalan oleh aparat hukum yang menjadi mentor dan ditolak. Pada ajakan terakhir, 
karena tidak enak menolak berkali-kali, maka ajakan diterima. Dalam perjalanannya, pelaku 
memberikan minuman yang ternyata telah diberi campuran obat. Setelah meminum minuman 
tersebut, mahasiswa merasa lemas dan tidak berdaya dan pelaku membawa ke hotel dan 
melakukan perkosaan (diringkas dari pemberitaan media terhadap putusan kasus perkosaan di PN Banjarmasin, Januari 2022).

EKSPLOITASI  

SEKSUAL 

Perbuatan yang mengambil keuntungan dengan menggunakan tubuh 
atau seksual seseorang secara paksa, kekerasan, ancaman atau keadaan 
seseorang yang tidak mampu menolak. Sebagai contoh; seorang pekerja 
magang diminta melakukan hubungan seksual dengan ancaman, jika 
tidak melakukan maka posisinya tidak akan diterima sebagai karyawan. 
Peristiwa ini terus berlanjut, dimana si pelaku meminta dilayani secara 
seksual lebih dari sekali dengan ancaman pemberian penilaian yang 
buruk terhadap karyawan tersebut jika tidak melayaninya.
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BOX 3 BERAGAM PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DALAM DUNIA KERJA15

FISIK

1. Sentuhan-
sentuhan yang 
tidak diinginkan 
dan tidak 
diperlukan

2. Cumbuan 3. Ciuman 4. Upaya 
mendekatkan 
badan

VERBAL

1. Ungkapan-
ungkapan yang 
mengarah pada 
seksualitas atau 
menyerang 
seksualitas

2. Pertanyaan-pertanyaan yang bersifat 
pribadi, kearah penampilan fisik, identitas 
gender atau orientasi seksual

3. Permintaan, 
arahan atau 
undangan 
aktivitas seksual

NON-VERBAL

1. Menatap 
secara dalam,

2. Menunjukkan 
foto-foto, video 
atau gambar yang 
sensual

3. Bahasa tubuh 
yang menyerang

4. Memberikan 
hadiah-hadiah 
yang berkonotasi 
seksual

DARING (ONLINE)

1. Mengirimkan teks-teks, informasi, 
foto, simbol, emoji, gambar atau video 
yang bernuansa seksual atau ajakan-
ajakan berkonotasi seksual

2. Perundungan: menyebarkan berita 
atau informasi pribadi yang tidak benar 
melalui elektronik, termasuk melalui 
media sosial.

Praktik pelecehan seksual dalam masa pandemik tetap terjadi. Ketika pekerja bekerja di rumah 
dengan berbagai platform daring dan penggunaan teknologi digital sebagai sarana komunikasi 
kerja kekerasan berbasis online terjadi.16 Dikarenakan meningkatnya aktivitas di ruang digital, 
jumlah pelecehan seksual secara online juga meningkat.

15	  Lihat General Recommendation CEDAW No 19 tentang Kekerasan Berbasis Gender.

16	  Ibid.
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C.	 Wilayah yang Rentan Terjadinya Kekerasan Dan Pelecehan

Setiap area, wilayah atau proses kerja dapat menjadi wilayah yang rentan kekerasan.  
Pelaku dari kekerasan dan pelecahan dalam lingkup kerja beragam tergantung dari area dan 
lingkup kerja. 

Dalam dunia kerja yang berada dalam satu wilayah tertutup, seperti 
kantor atau pabrik: maka kekerasan dapat dilakukan oleh sesama 
rekan kerja atau atasannya sendiri.

Dalam dunia kerja yang membutuhkan kerja pelayanan kepada 
pelanggan atau konsumen, maka kekerasan dapat dialami dengan 
pelaku tidak saja sesama rekan kerja dan atasan, namun konsumen 
yang harus dilayani. 

Dalam dunia kerja yang membutuhkan perjalanan ke luar kota, maka 
kekerasan dapat dialami ketika pekerja dalam perjalanan dari satu 
tempat ke tempat lain yang berhubungan dengan banyak pihak; dalam 
moda transportasi atau bahkan ketika menginap di penginapan.

Dalam dunia kerja yang membutuhkan kerja sama dengan berbagai 
pihak, maka kekerasan dapat dialami ketika berinteraksi dengan 
rekanan bisnis perusahan tempat bekerja.

Dalam bidang kerja jasa layanan langsung ke konsumen, seperti; pijat, 
cleaning service, dan pekerjaan domestik lainnya; maka kekerasan 
dapat terjadi di rumah dimana kerja sedang dijalankan oleh mereka 
yang meminta jasa layanan. 
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ILUSTRASI 6     

Seorang laki-laki yang menjadi pemandu wisata, menerima ajakan dua orang perempuan 
yang menyewa jasanya untuk ikut makan dan minum di kamar sewaan. Setelah mengonsumsi 
minuman, ia mengalami rasa pusing dan tertidur. Ketika terbangun, kaki dan tangannya dalam 
keadaan terikat dan terjadi pemaksaan hubungan seksual (berdasarkan paparan tim dokumentasi film KS korban 

laki-laki, Nov, 2021).

Kasus-kasus sejenis sebagaimana disampaikan dalam Ilustrasi 6 dialami oleh pekerja lain yang 
berinteraksi dengan klien atau konsumen secara langsung seperti pekerja media yang melakukan 
wawancara dengan narasumber, pekerja kreatif, pekerja pijat online, perempuan pengemudi 
online, ataupun pekerja dalam bidang seni dan pertunjukan.

D.	Dampak Kekerasan dan Pelecehan dalam Dunia Kerja

Kekerasan terhadap perempuan membawa dampak negatif yang berbeda terhadap perempuan 
yang mempengaruhi kehidupan perempuan secara luas.17 Dampak dari kekerasan dan pelecehan 
di dunia kerja tidak hanya menurunkan produktivitas pekerja, tetapi juga dapat mempengaruhi 
kesehatan dan kesejahteraan pekerja.18

BOX 4 DAMPAK KEKERASAN DAN PELECEHAN DI TEMPAT KERJA

International Labour Organization pada 2017 Report V (1) Ending Violence and Harassment 
Against Women and Men in The World of Work menyebutkan bahwa kekerasan dan 
pelecehan ‘mempengaruhi hubungan tempat kerja, keterlibatan pekerja, kesehatan, 
produktivitas, kualitas layanan publik dan swasta dan reputasi perusahaan’. Hal ini 
juga “mempengaruhi partisipasi pasar tenaga kerja dan khususnya, dapat mencegah 
perempuan memasuki pasar tenaga kerja, terutama di sektor dan pekerjaan yang 
didominasi laki-laki, dan tetap berada di dalamnya.”19

17	 Lihat General Recommendation CEDAW No. 19 Tahun 1992 on Gender Based Violence

18	 Lihat, Scarduzio, J.A., Sheff, S.E. & Smith, M. Coping and Sexual Harassment: How Victims Cope across Multiple Settings. Arch Sex Behav 47, 327–
340 (2018).

19	 ILO, 2017, Report V (1) Ending Violence and Harassment Against Women and Men in The World of Work, diakses pada https://www.ilo.org/ilc/
ILCSessions/previous-sessions/107/reports/reports-to-the-conference/WCMS_553577/lang--en/index.htm pada 4 April 2021.

https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/previous-sessions/107/reports/reports-to-the-conference/WCMS_553577/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/previous-sessions/107/reports/reports-to-the-conference/WCMS_553577/lang--en/index.htm
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Dampak ini bisa diantisipasi dan dicegah dengan mencegah terjadinya kekerasan seksual atau 
memitigasi risiko supaya kejadian serupa tidak terjadi. Berikut ini beberapa contoh inisiatif yang 
dilakukan oleh pemberi kerja untuk mencegah kekerasan dan pelecehan di tempat kerja.

Sebuah platform online yang mempekerjakan layanan pijat online, setelah 
mendapatkan pengaduan adanya penyerangan seksual terhadap pemijat yang 
menjadi memberinya, mengubah kebijakannya dengan membuat kesepakatan 
antara konsumen dan pemberi layanan untuk menghindari kekerasan 
seksual dan fitur khusus bantuan kilat yang dibutuhkan dihubungkan dengan 
pengendara pengantar di sekitar layanan diberikan. 

Sebuah kampus yang pernah terjadi kekerasan seksual mengubah ruang kerja 
yang terbuka dinding bagian atas sehingga pembicaraan yang keras dari satu 
ruang dapat terdengar dari ruang lain. Di kampus yang lain ruang kerja dibangun 
dengan pintu dan dinding bagian depan yang terbuat dari kaca sehingga dapat 
diketahui apa yang terjadi di dalam suatu ruangan tertutup melalui dinding 
dan pintu kaca. Ruangan umum juga dipasang CCTV sehingga dapat diketahui 
adanya pihak yang datang di luar jam kantor.

Sebuah instansi daerah membentuk tim investigasi terhadap kasus kekerasan 
seksual yang dialami oleh stafnya. Hasil investigasi merekomendasikan 
pemberian sanksi terhadap pelaku. Paska penyelesaian kasus, pimpinan 
instansi membentuk Surat Edaran tentang Pencegahan dan Penanganan 
Pelecehan di lingkungan kerja.
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Indonesia merupakan negara yang menganut sistem pluralisme hukum. Hal ini berarti terdapat 
beragam hukum yang hidup berdampingan dalam sebuah sistem hukum Indonesia, mulai dari 
hukum negara yang berlaku secara nasional, peraturan daerah, hukum adat, hingga peraturan-
peraturan yang bersifat adminstratif yang dipraktekkan dalam kehidupan sehari, termasuk di 
dunia kerja.20  

Dengan demikian terdapat beberapa bidang hukum di Indonesia yang memiliki relevansi  
dengan hak-hak pekerja, termasuk hak-hak atas perlindungan dari kekerasan dan pelecehan di 
dunia kerja. 

A.	Hukum Hak Asasi Manusia (HAM)

Hukum Hak Asasi Manusia dapat menjadi rujukan yang penting dalam upaya membangun hukum 
dan kebijakan lainnya untuk memberikan perlindungan bagi setiap pekerja dari segala bentuk 
diskriminasi, kekerasan, maupun pelecehan.21 Hukum HAM baik yang diatur di dalam konstitusi 
Indonesia yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUDNRI 1945), maupun 
dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) memberikan pijakan 
dasar perlindungan pekerja sebagaimana berikut:

1 Perlindungan hak-hak pekerja untuk mendapatkan lingkungan kerja yang memadai;

2 Bebas dari adanya tindakan diskriminasi, ancaman dan kekerasan dan sikap 
merendahkan di tempat kerja.

3 Menjaga perlindungan kehormatan dan martabat pekerja.

20	  Fachri Bey, 2007, Three Most Important Features of Indonesian Legal System that Others Should Understand, IALS Conference: Learning from 
Each Other: Enriching Law School Curriculum in an Interrelated World, accessed from http://www.ialsnet.org/meetings/enriching/bey.pdf.

21	  Lihat, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945: Pasal 27 ayat 2; Pasal 28D, ayat 1; Pasal 28I, ayat 2. UU RI Nomor 39 Tahun 1999 
tentang Hak Asasi Manusia: Pasal 3, Pasal 29, Pasal 33.

http://www.ialsnet.org/meetings/enriching/bey.pdf
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4 Perlindungan khusus bagi anak dari kekerasan, penganiayaan dan pelecehan/
penganiayaan seksual.

5 Perlindungan khusus bagi perempuan dari diskriminasi dan kekerasan.

6 Mempromosikan kondisi kerja yang aman.

BOX 5 HAK ATAS PEKERJAAN DALAM UUD 1945

UUD 1945

Pasal 27 ayat 
(2) UUD 1945

“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan 
yang layak bagi kemanusiaan.”

Pasal 28D ayat 
(1)

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan 
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan 
hukum.”

Pasal 28D ayat 
(2) UUD 1945

“Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan 
perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.”

Pasal 28G ayat 
(1) UUD 1945

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, 
kehormatan, martabat, dan harta beda yang di bawah 
kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari 
ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang 
merupakan hak asasi.”

Pasal 28G ayat 
(2) UUD 1945

“Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan 
yang merendahkan derajat martabat manusia …”

Pasal 28I ayat 
(2) UUD 1945

“Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas 
dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap 
perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”
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UU HAM menjadi pedoman umum untuk mengharmonisasikan undang-undang/peraturan lain 
agar sejalan dengan kewajiban untuk melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi 
hak asasi manusia termasuk pekerja. Meski begitu, UU HAM tidak bisa berdiri secara mandiri 
untuk menjerat pelaku kekerasan dan/atau pelecehan di dunia kerja, dikarenakan UU HAM tidak 
memberikan sanksi-sanki secara langsung bagi pelanggar HAM. Adapun pelanggar hak asasi 
manusia, baik langsung maupun tidak langsung dapat dikenakan sanksi pidana, perdata dan/
atau administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. 

Di sinilah kemudian titik pentingnya peraturan perundang-undangan di bawah bidang hukum 
lain untuk dapat mengatur lebih lanjut terkait dengan tindak kekerasan dan pelecehan di dunia 
kerja, serta perlindungan bagi setiap orang atas tindakan yang demikian.

B.	Hukum Pidana

Hukum pidana Indonesia dalam arti luas mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang tergolong 
perbuatan pidana (larangan) dan diikuti dengan sanksi bagi yang melakukan kejahatan. Hukum 
pidana juga mengatur tata cara proses perkara pidana melalui penyidikan, penuntutan, 
pemeriksaan di sidang dan putusan pengadilan; serta mencakup hal-hal yang berkaitan dengan 
pelaksanaan hukuman. 

Terkait dengan Kekerasan dan Pelecehan, terdapat larangan dan sanksi bagi pelaku tindak 
kekerasan dan pelecehan yang diatur dalam KUHP dan yang diatur di luar KUHP. KUHP 
merupakan undang-undang yang berlaku secara umum sehingga disebut juga hukum pidana 
umum. Sementara undang-undang pidana di luar KUHP biasa dikenal dengan hukum pidana 
khusus. Adapun terkait dengan tata cara pidana umum di atur dalam KUHAP. Sementara undang-
undang pidana khusus dapat menggunakan hukum acara pidana umum, tetapi beberapa di 
antaranya memiliki hukum acara khusus. Terdapat beberapa undang-undang pidana khusus 
dan prosedurnya memiliki relevansi dengan kekerasan dan pelecehan dalam pekerjaan dan 
hubungan kerja tertentu; seperti pekerja rumah tangga dan pekerja migran.

Adapun karakter dari hukum pidana adalah berupa larangan dan jika larangan itu dilakukan maka 
konsekuensinya pihak yang melanggar larangan dinyatakan bersalah dan dapat dihukum pidana 
(penistaan). Untuk dapat dinyatakan bersalah dan dihukum maka ada proses penyelidikan dan 
penyidikan di tingkat kepolisian, penuntutan oleh jaksa penuntut umum dan pengadilan oleh 
yang memutuskan apakah seseorang itu dinyatakan melakukan perbuatan pidana dan bersalah 
oleh majelis hakim.
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Tabel di bawah ini menunjukkan larangan dan sanksi yang terkait dengan kekerasan dan 
pelecehan yang di atur dalam hukum pidana di Indonesia baik di dalam KUHP ataupun UU 
Pidana Khusus lainnya: 

1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Segala Bentuk 
Diskriminasi Rasial dan Etnis: UU ini mengatur secara khusus tentang larangan 
diskriminasi berbasis rasial dan etnis termasuk di tempat kerja.

BOX 6 LARANGAN PERILAKU DISKRIMINASI RASIAL DAN ETNIS TEMPAT KERJA

Undang-undang Anti Diskriminasi Rasial dan Etnis secara khusus menyebutkan 
pertanggungjawaban pidana korporasi dimana korporasi mempunyai tanggung jawab 
untuk dipidana jika perbuatan itu dilakukan oleh mereka yang dianggap mewakili 
korporasi atau untuk kepentingan korporasi. Undang-undang tersebut juga memberikan 
pertanggungjawaban pidana korporasi atas perbuatan-perbuatan yang terjadi dalam 
suatu hubungan kerja atau dalam lingkungan kerja.

2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Perdagangan Orang. Undang-undang ini memiliki beberapa pasal larangan 
eksploitasi yang mencakup eksploitasi tenaga kerja atau kerja paksa. Undang-undang 
menempatkan larangan dalam kategori perdagangan manusia. Namun, unsur atau 
kejahatan: menggunakan kekerasan, ancaman atau cara lain apa pun sangat penting 
dalam kejahatan perdagangan manusia.

BOX 7 PERDAGANGAN ORANG, HUBUNGAN KERJA DAN PERBUATAN YANG DILAKUKAN  

OLEH KORPORASI

PERDAGANGAN ORANG
Perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan 
seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, kurungan, 
pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, jeratan hutang 
atau memberikan bayaran atau keuntungan meskipun mendapat persetujuan dari orang 
yang menguasai orang lain (Pasal 2 UU TPPO).
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Tindak pidana perdagangan orang dianggap dilakukan oleh korporasi apabila 
tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang yang bertindak untuk dan/atau atas 
nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi, baik berdasarkan hubungan 
kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan perusahaan sendiri dan 
bersama-sama (Pasal 13 UU TPPO).

3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah 
Tangga: UU ini mengatur larangan kekerasan seksual, fisik, psikis, dan penelantaran 
dalam lingkup keluarga atau rumah tangga. Dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c undang-
undang tersebut secara khusus menyebutkan orang perseorangan yang bekerja 
sebagai pekerja rumah tangga yang tinggal dalam rumah tangga yang berada dalam 
lingkup keluarga, oleh karena itu harus dilindungi. Oleh karena itu, undang-undang ini 
juga melindungi pekerja rumah tangga dari kekerasan dalam rumah tangga, namun 
terbatas pada PRT yang tinggal satu rumah dengan keluarga tersebut.

TABEL 1 TINDAK PIDANA TERKAIT DENGAN KEKERASAN DAN PELECEHAN DI DUNIA KERJA YANG 

DIMUAT DALAM HUKUM PIDANA DI INDONESIA

JENIS 
KEKERASAN

KATEGORI  
KEKERASAN

KONTEKS

KEKERASAN 
FISIK

Kekerasan dan ancaman 
kekerasan terhadap badan jiwa 
(Pasal 170 KUHP)

Berlaku umum

Perbuatan yang menimbulkan 
rasa sakit, sakit, atau cedera 
serius (Pasal 6 UU PKDRT)

Di dalam konteks rumah 
tangga, termasuk jika dialami 
oleh Pekerja Rumah Tangga

KEKERASAN 
EKONOMI

Pengrusakan harta benda (Pasal 
170 KUHP)

Berlaku umum
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JENIS 
KEKERASAN

KATEGORI  
KEKERASAN

KONTEKS

KEKERASAN 
PSIKIS

Mengungkapkan perasaan 
permusuhan, kebencian atau 
penghinaan terhadap satu 
atau lebih kelompok penduduk 
berdasarkan diskriminasi ras 
dan etnis Indonesia (Pasal 
156 KUHP: Pasal 16 UU No. 
40/2008).

•	 Berkenaan dengan konflik 
antara pekerja atas dasar 
ras, negara asal,  
agama, asal, keturunan, 
kebangsaan atau kondisi 
konstitusional.

•	 Pengaturan khusus dalam 
lingkup kerja di atur di UU 
No. 40/2008.

Membuat pembedaan, 
pengucilan, pembatasan, atau 
pemilihan berdasarkan ras dan 
suku (Pasal 15 UU No. 40 Tahun 
2008 tentang Penghapusan 
Segala Bentuk Diskriminasi 
Rasial dan Etnis).

Diskriminasi ras terjadi di 
dunia kerja disebutkan 
disebutkan khusus.

Perbuatan yang menimbulkan 
rasa takut, kehilangan 
kepercayaan diri, hilangnya 
kemampuan untuk bertindak, 
keputusasaan, dan/atau 
penderitaan psikis yang serius 
pada seseorang (Pasal 7 UU 
PKDRT).

Dalam lingkup rumah tangga 
termasuk jika dialami oleh 
Pekerja Rumah Tangga.
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JENIS 
KEKERASAN

KATEGORI  
KEKERASAN

KONTEKS

KEKERASAN 
BERLAPIS

Merampas kemerdekaan 
seseorang (Pasal 333 KUHP).

Kondisi ini kerap dialami 
oleh pekerja rumah tangga, 
pekerja migran, pekerja 
perkebunan, pekerja pelaut 
atau pekerja yang menjadi 
bagian dari eksploitasi kerja, 
perdagangan manusia dan 
kerja paksa.

Merampas nyawa seseorang, 
menganiaya, memperkosa, 
melakukan perbuatan cabul, 
mencuri dengan kekerasan, 
atau merampas kemerdekaan 
berdasarkan diskriminasi ras 
dan etnis (Pasal 17 UU Anti 
Diskriminasi Rasial).

Perdagangan Orang baik untuk 
tujuan eksploitasi tenaga kerja 
maupun untuk eksploitasi 
seksual (Pasal 2 UU TPPO).

Pasal ini juga mengatur 
perdagangan orang yang 
dilakukan oleh korporasi.

Perlu dicatat bahwa hukum pidana Indonesia berlaku secara umum. Namun hukum pidana 
dapat diterapkan dalam dunia kerja. Terlebih ketika kejahatan masuk dalam kategori berat, yang 
biasanya dapat dilihat dari lamanya sanksi pidana yang diberikan. 

Bagaimana hukum di Indonesia mengatur kekerasan berbasis gender?

Indonesia telah memiliki beragam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang 
kekerasan terhadap perempuan. Aturan itu berlaku umum untuk siapa saja yang berada di 
wilayah Indonesia. Sebagian besar pengaturan itu diletakkan dalam Undang-undang pidana 
baik di dalam KUHP ataupun di dalam UU khusus hukum pidana lainnya. 
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TABEL 2 PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT KEKERASAN BERBASIS GENDER 

TERHADAP PEREMPUAN

PERATURAN  
PERUNDANG-UNDANGAN

SUBSTANSI  
YANG DIATUR

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM 
PIDANA (KUHP)

1. Perkosaan 

2. Percabulan 

3. Persetubuhan dengan anak di bawah umur

4. Melarikan perempuan secara paksa untuk 
dikawini

5. Perbuatan asusila di depan umum

UU NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG 
PENGHAPUSAN KEKERASAN 
DALAM RUMAH TANGGA

1. Larangan melakukan perbuatan kekerasan 
fisik dengan kategori ringan, biasa dan 
berat

2. Larangan melakukan perbuatan Kekerasan 
seksual dalam bentuk;  
1) pemaksaan hubungan seksual dan  
2) eksploitasi seksual

3. Larangan melakukan perbuatan Kekerasan 
psikologis; ringan, biasa, dan berat

 4. Larangan melakukan perbuatan 
penelantaran dalam rumah tangga
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PERATURAN  
PERUNDANG-UNDANGAN

SUBSTANSI  
YANG DIATUR

UU NO. 21 TAHUN 2007 TINDAK 
PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Larangan melakukan perdagangan orang 
dengan tujuan:  
1) eksploitasi seksual; 2) eksploitasi tenaga; 3) 
organ tubuh

UU NO. 44 TAHUN 2008 TENTANG 
PORNOGRAFI

Larangan memproduksi konten-konten 
yang berbau pornografi dengan maksud 
mendapatkan keuntungan

UU NO. 11 TAHUN 2000 TENTANG 
INFORMASI DAN TRANSAKSI 
ELEKTRONIK (ITE) DAN 
PERUBAHANNYA PADA UU NO. 16 
TAHUN 2016

Larangan melakukan transaksi informasi 
yang bermuatan seksual secara elektronik; 
termasuk perekaman dan penyebaran 
gambar, video, suara yang bermuatan seksual.

UU UU NO 35 TAHUN 2014 
TENTANG PERUBAHAN UU 
NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG 
PERLINDUNGAN ANAK 
PERLINDUNGAN ANAK

Larangan melakukan eksploitasi dan kekerasan 
terhadap anak (termasuk kekerasan seksual 
dan eksploitasi seksual).
UU ini mendefenisikan anak sebagai seseorang 
yang berusia di bawah 18 tahun.
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PERATURAN  
PERUNDANG-UNDANGAN

SUBSTANSI  
YANG DIATUR

UU NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG 
SISTEM PERADILAN ANAK 

UU ini mengatur tentang hak-hak anak sebagai 
korban, anak yang berkonflik dengan hukum 
(anak yang melakukan perbuatan pidana; Anak), 
dan anak yang menjadi saksi dalam sebuah 
perkara pidana.

Dalam aturan ini disebutkan bahwa jika 
anak melakukan suatu perbuatan pidana, 
anak hanya bisa diproses secara hukum jika 
telah berusia 12 tahun, dan anak hanya bisa 
dijatuhkan pidana penjara jika telah berusia 
di atas 14 tahun. Namun prinsip utama dalam 
proses terkait dengan anak adalah; the best 
interest of the child (kepentingan anak adalah 
yang utama), dan anak harus dijauhkan dari 
penghukum penjara. 

UU TINDAK PIDANA KEKERASAN 
SEKSUAL, 2022

Mengatur tentang larangan terhadap 
beberapa bentuk kekerasan seksual sebagai 
kejahatan yang relevan dan dapat terjadi 
dalam dunia kerja
•	 Pelecehan seksual non fisik  

dan seksual fisik
•	 Pemaksaan kontrasepsi
•	 Pemaksaan sterilisasi
•	 Pemaksaan perkawinan 
•	 Penyiksaan seksual
•	 Perkawinan paksa
•	 Perbudakan seksual
•	 Kekerasan seksual berbasis elektronik
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Hukum pidana di Indonesia pada prinsipnya didasarkan pada beberapa asas yaitu antara lain asas 
legalitas dan asas teritorial. Asas legalitas mensyaratkan bahwa untuk seseorang dinyatakan 
melakukan perbuatan pidana dan dapat dihukum maka perbuatan yang dilakukan oleh orang 
tersebut secara tegas diatur atau tercantum di dalam hukum pidana. Sedangkan asas teritorial 
menekankan locus delicti, dimana kejadian itu dilakukan. Jika perbuatan pidana yang dilakukan 
oleh seseorang terjadi di wilayah Indonesia, kecuali ada kekebalan hukum maka hukum pidana 
kasus diproses dengan menggunakan hukum pidana di Indonesia. 

Dengan demikian jika seorang pekerja yang berada di Indonesia mengalami kekerasan berbasis 
gender, maka hukum pidana Indonesia berlaku terhadap pelaku yang melakukan kekerasan 
tersebut.

Oleh karena itu jika terjadi kekerasan yang berbasis gender yang dialami oleh pekerja di suatu 
tempat kerja Indonesia maka pihak yang berwenang di Indonesia, khususnya aparat penegak 
hukum dapat segera memproses pelaku. Selain itu pemerintah/pemerintah daerah/lembaga 
yang menangani korban kekerasan berbasis gender perlu menangani korban. 

Selain itu, masih terkait dengan hukum pidana, Indonesia telah memiliki Undang-Undang 
Nomor 31 Tahun 2014 juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan 
Saksi dan Korban. Undang-undang ini mengatur tentang hak-hak korban, antara lain hak untuk 
mendapatkan perlindungan:

BOX 8 PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

PASAL 5 AYAT (1)

Saksi dan Korban berhak:

a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, 
serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau 
telah diberikannya;

b. ikut serta dalam proses 
memilih dan menentukan 
bentuk perlindungan dan 

dukungan keamanan;

c. memberikan 
keterangan tanpa 

tekanan;

d. mendapat 
penerjemah;
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e. bebas dari pertanyaan 
yang menjerat;

f. mendapat informasi 
mengenai perkembangan 

kasus;

g. mendapat informasi 
mengenai putusan 

pengadilan;

h. mendapat informasi 
dalam hal terpidana 

dibebaskan;

i. dirahasiakan 
identitasnya;

j. mendapat identitas 
baru;

k. mendapat tempat 
kediaman sementara;

l. mendapat tempat 
kediaman baru;

m. memperoleh 
penggantian biaya 
transportasi sesuai 
dengan kebutuhan;

n. mendapat nasihat 
hukum;

o. memperoleh bantuan 
biaya hidup sementara 

sampai batas waktu 
Perlindungan berakhir; 

p. mendapat 
pendampingan

Lebih lanjut, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 juncto Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 2006 juga memberikan perlindungan bagi korban dan saksi dari tindakan balas dendam 
seperti pelaporan balik dari terduga pelaku kepada polisi atau lembaga lain sebagai akibat dari 
korban yang membawa kasus tersebut ke penegak hukum. Meskipun perlu diperhatikan bahwa 
perlindungan korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 juncto 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tidak dapat diberikan secara langsung kepada setiap 
korban tindak pidana. Untuk korban dapat memperoleh haknya, maka korban harus terlebih 
dahulu memiliki status sebagai pelapor, saksi atau korban dalam sistem peradilan pidana 
sehingga dapat menjadi terlindung dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Dalam 
hal ini, korban atau pendamping korban perlu mengajukan permohonan kepada LPSK untuk 
menjadi terlindung LPSK, dengan menyebutkan hak-hak apa saja yang dimintakan kepada LPSK 
untuk dapat dipenuhi. Setelah adanya pengajuan tersebut, LPSK akan mengkaji permohonan 
dan menyetujui permohonan tersebut melalui suatu keputusan pimpinan LPSK, jika kasus 
tersebut memenuhi kriteria di bawah perlindungan LPSK.
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C.	 Hukum Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) jo. 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merupakan aturan hukum utama 
terkait ketenagakerjaan di Indonesia. UU Ketenagakerjaan meletakkan asas dasar hukum 
ketenagakerjaan Indonesia, mulai dari ketentuan mengenai perjanjian kerja, baik untuk 
perjanjian kerja tetap maupun sementara; hak bagi pekerja, seperti upah minimum, jaminan 
sosial, dan hak cuti hamil; terhadap prosedur pemutusan hubungan kerja.

Undang-Undang Ketenagakerjaan tidak memiliki ketentuan yang secara khusus mengatur 
mengenai kekerasan dan pelecehan dalam dunia kerja. Namun, Pasal 86(1) UU Ketenagakerjaan 
telah menjamin bahwa pekerja/buruh mempunya hak untuk memperoleh perlindungan atas 
keselamatan dan kesehatan kerja; moral dan kesusilaan; serta perlakukaan yang sesuai dengan 
harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. 

BOX 9 PASAL 86 (1) UU KETENAGAKERJAAN

PASAL 86(1) UU KETENAGAKERJAAN

Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:

a. keselamatan dan kesehatan kerja;

b. moral dan kesusilaan; dan

c. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama

Adanya hak bagi pekerja untuk memperoleh perlindungan atas “moral dan kesusilaan” 
memberikan kewajiban kepada pengusaha untuk menjamin lingkungan kerja yang sejalan dengan 
nilai-nilai kesusilaan. Selain itu, perlakuan yang menunjukkan penghormatan terhadap harkat 
dan martabat kemanusiaan dan nilai agama, mencerminkan hak pekerja untuk diperlakukan 
secara manusiawi dan dengan penghormatan terhadap nilai-nilai agama yang berlaku di 
Indonesia. Dalam pengertian luas, tindakan kekerasan dan pelecehan seksual di tempat kerja 
tentu dapat dipandang sebagai pelanggaran moral dan kesusilaan, sehingga pekerja berhak atas 
perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan pelecehan di dunia kerja. 

Meskipun demikian, istilah ‘moralitas dan kesusilaan’ bisa juga problematik, karena mengacu 
pada pemikiran yang sangat tradisional tentang apa yang bermoral atau tidak bermoral dalam 
masyarakat. Dalam masyarakat patriarki, alih-alih melindungi pekerja yang menjadi korban, 
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peraturan yang ‘melarang pekerja untuk tidak melakukan tindakan yang melanggar moral dan 
kesusilaan’ justru dapat digunakan untuk menyalahkan korban. Ilustrasi atas kondisi tersebut 
diuraikan di bawah ini:

BOX 10 ILUSTRASI PERATURAN PERUSAHAAN YANG MELARANG PEKERJA MELAKUKAN TINDAK 

PELANGGARAN MORAL DAN KESUSILAAN

Peraturan Perusahaan di Perusahaan X menyebutkan ancaman pemutusan hubungan 
kerja bagi pekerja yang melakukan perbuatan asusila (setiap perbuatan yang 
bertentangan dengan kesusilaan) dan/atau melakukan segala bentuk perjudian di 
lingkungan Perusahaan. Lebih lanjut, ketentuan tersebut tidak mengatur apapun terkait 
dengan kekerasan seksual. Dalam kondisi demikan, sangat mungkin jika terjadi tindakan 
kekerasan seksual di Perusahaan X, maka kekerasan seksual tersebut akan ditempatkan 
di bawah tindakan “perbuatan asusila”.Ketentuan demikian sangat mungkin merugikan 
dan bahkan membahayakan pekerja yang menjadi korban tindak kekerasan seksual di 
Perusahaan X. Hal ini dikarenakan jika terjadi suatu tindak kekerasan seksual, tindakan 
tersebut bisa dianggap sebagai “perbuatan asusila yang dilakukan oleh dua pihak”. 
Hal ini akan berimplikasi pada penjatuhan sanksi kepada pekerja, di mana sanksi akan 
diberlakukan bagi si pelaku dan korban itu sendiri. Di dalam situasi demikian, pengaturan 
yang demikian justru melanggengkan sikap menyalahkan korban dan penghukuman 
terhadap korban. Padahal, menyalahkan korban dan kriminalisasi korban telah menjadi 
isu yang marak terjadi di Indonesia, terutama dalam kasus kekerasan atau pelecehan 
seksual, yang mungkin terjadi di ruang pribadi atau publik, seperti di dunia kerja. 

Lebih lanjut, perlu dicatat bahwa tidak semua jenis “pekerja” dapat tercakup dalam perlindungan 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. 

Selain UU Ketenagakerjaan terdapat juga pengaturan perlindungan bagi jenis pekerja tertentu 
di dalam UU khusus:

PEKERJA 
MIGRAN

Pekerja Migran, terdapat hak-hak dan perlindung-an khusus bagi para 
pekerja migran yang diatur dalam rezim Undang-Undang Nomor 18 Tahun 
2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;

PEKERJA 
DENGAN 
STATUS ASN

Pekerja dengan status Aparat Sipil Negara (ASN), dilingkupi berbagai 
peraturan kepegawaian yang mengikat jabatan ASN, salah satunya adalah  
UU ASN.
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Meskipun Undang-undang Ketenagakerjaan tidak memiliki ketentuan spesifik mengenai 
pelecehan dan kekerasan seksual di tempat kerja, pada tahun 2011 Kementerian 
Ketenagakerjaan mengeluarkan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. SE.03/
MEN/IV/2011 tentang Pedoman Pencegahan Pelecehan Seksual di Tempat Kerja. Surat edaran 
ini diharapkan dapat memberikan pedoman atau acuan bagi pengusaha, pekerja dan instansi 
yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan untuk mencegah dan menangani pelecehan 
seksual di tempat kerja.

Surat edaran ini mendefinisikan pelecehan sebagai: 

“…segala jenis tindakan yang tidak diinginkan, berulang-
ulang, dan tidak masuk akal, yang ditujukan pada seorang 
pekerja/buruh atau sebuah kelompok pekerja yang 
mengakibatkan kesulitan dalam pelaksanaan tugas yang 
diberikan atau menyebabkan pekerja merasa dirinya 
bekerja dalam iklim perusahaan yang tidak harmonis, 
yang juga dapat menyebabkan risiko terhadap kesehatan 
dan keselamatan.”

Lebih lanjut, Surat Edaran ini menyebutkan bahwa pelecehan seksual dapat terjadi jika:

1 Perbuatan tersebut mempunyai efek untuk menciptakan sebuah lingkungan kerja 
yang mengintimidasi, bermusuhan atau menyinggung perasaan; dan/atau

2 Quid pro quo, atau ’ini untuk itu’ yaitu suatu situasi ketika berkomitmen pengusaha, 
manajemen, pengawas, anggota co-manajemen atau pekerja melakukan atau 
berusaha untuk mempengaruhi proses hubungan kerja atau kondisi kerja atau 
pelamar kerja dengan imbalan seksual;

3 Perbuatan tersebut tidak dapat diterima oleh korban dan menyinggung, sehingga 
merupakan perbuatan yang bersifat subyektif dari perspektif penerima. 
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D.	Apakah kekerasan dan pelecehan dalam dunia kerja adalah wilayah 
hukum pidana atau hukum ketenagakerjaan?

Kekerasan dan pelecehan dalam dunia kerja merupakan wilayah hukum yang tidak tunggal; 
dapat menjadi wilayah hukum pidana dan secara bersamaan menjadi wilayah hukum 
ketenagakerjaan. Bahkan, kekerasan dan pelecehan dapat menjadi wilayah hukum administrasi 
negara jika pemberi kerja dari instansi pemerintah dan pekerja sebagai pegawai negeri sipil/TNI. 

Kekerasan dan pelecehan dinyatakan sebagai perbuatan pidana jika telah diatur di dalam 
peraturan pidana yang bersifat nasional ataupun daerah. Sebagai perbuatan menjadi ranah 
hukum pidana berimplikasi pada penyelesaian kasus tersebut menggunakan mekanisme hukum 
pidana yaitu sistem peradilan pidana. 

Kekerasan dan pelecehan yang terjadi di dunia kerja juga menjadi wilayah hukum 
ketenagakerjaan jika di dalam hukum dan kebijakan di tingkat nasional, daerah dan di 
tingkat perusahaan menyatakan bahwa kekerasan dan pelecehan yang terjadi dalam dunia  
kerja berimplikasi pada melanggar peraturan perusahaan, code of conduct atau perjanjian 
kerja sama. 

Kekerasan dan pelecehan yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara 
dapat pula menjadi ranah dari administrasi negara dan hukum tata negara. Hal ini terkait dengan 
pemberian sanksi disiplin kepada pegawai negeri sipil yang dianggap melanggar antara lain 
ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan,  perbuatan yang merugikan instansi atau 
perbuatan yang bertentangan dengan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, 
dan tindakan kepada setiap orang ketika melakukan pelecehan dan kekerasan di lingkungan 
kerja. Sanksi disiplin Pegawai Negeri Sipil khusus  diatur di dalam PP No. 94 Tahun 2021 tentang 
Sanksi Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Sebagai contoh; perkosaan telah diatur sebagai perbuatan pidana 
di dalam KUHP dengan sanksi yang relatif berat maksimal 9 tahun. 
Suatu perusahaan menyebutkan bahwa pekerja yang melakukan 
perbuatan pidana mendapat sanksi diskorsing dalam masa tertentu 
atau sebagai alasan untuk pemutusan hubungan kerja. Karena seorang 
pekerja melakukan perbuatan percobaan perkosaan kepada seorang 
rekan kerjanya, maka korban melaporkan ke polisi dan memproses 
kasus tersebut hingga pekerja tersebut diberi sanksi pidana 4 tahun. 
Berdasarkan peristiwa tersebut perusahaan dapat melakukan proses 
pemberian sanksi. 



44

BAGIAN 3          |          Hukum dan Kebijakan di Indonesia 

PANDUAN MENGATASI KEKERASAN DAN PELECEHAN 
DI DUNIA KERJA BAGI PERUSAHAAN DAN PEKERJA

Dalam kasus yang berbeda,  dimungkinkan terjadi seorang korban/penyintas tidak memproses 
kejahatan yang dialaminya melalui mekanisme hukum pidana karena berbagai pertimbangan. 
Dengan demikian korban tidak menggunakan mekanisme hukum pidana. Sebagai contoh, 
sebuah perguruan tinggi negeri memiliki peraturan internal terkait yang melarang perilaku 
kekerasan seksual yang dilakukan oleh 
individu di dalamnya. Seorang pegawai di 
kampus melakukan kekerasan seksual kepada 
seorang mahasiswa. Korban melaporkan 
kasus kepada pimpinan kampus, dengan 
keinginan perkaranya diselesaikan lewat 
mekanisme internal saja, tidak menggunakan 
sistem peradilan pidana. Proses pemeriksaan 
pelanggaran etik dan pemberian sanksi 
berjalan tanpa bergantung kepada proses 
hukum pidana. Proses penyelesaian etik 
dilanjutkan dengan pemberian sanksi disiplin 
karena pegawai tersebut berstatus Pegawai 
Negeri Sipil.

Dengan demikian, penyelesaian kasus secara internal di tempat kerja tidak selalu berhubungan 
dengan penyelesaian kasus secara pidana. Kedua mekanisme tersebut sebagai mekanisme 
terpisah. Penyelesaian mana yang akan digunakan, apakah penyelesaian pidana atau 
ketenagakerjaan atau kedua-duanya, sangat tergantung dari pilihan korban. Korban yang 
menentukan mekanisme yang hendak digunakan dalam penyelesaikan kasusnya.

"Penyelesaian kasus secara internal di tempat kerja  
tidak selalu berhubungan dengan penyelesaian kasus 
secara pidana. Kedua mekanisme tersebut sebagai 
mekanisme terpisah."
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A.	 Peran Perusahaan/Pemberi Kerja dalam Mencegah dan Menanganani 
Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja 

Perusahaan atau pemberi kerja memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan kerja 
yang nyaman serta melindungi hak-hak pekerja, termasuk hak untuk bebas dari pelecehan dan 
kekerasan di dunia kerja. Sebagai pihak yang memiliki kuasa lebih dalam relasi hubungan kerja, 
sudah selayaknya pemberi kerja mengambil peran lebih untuk memastikan tempat kerjanya 
bebas dari pelecehan dan kekerasan di tempat kerja. 

Semenjak dikeluarkannya Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor SE.03/
MEN/IV.2011 tentang Pedoman Pencegahan Pelecehan Seksual di Tempat Kerja, telah banyak 
organisasi yang menerbitkan panduan-panduan yang dapat membantu perusahaan atau 
pemberi kerja untuk mecegah terjadinya kekerasan dan pelecehan di tempat kerja, antara lain:

 

Pedoman Pencegahan Pelecehan di Tempat Kerja dan Pedoman untuk Perusahaan 
oleh Better Work Indonesia22; dan 

Pencegahan dan Penanganan Pelecehan Seksual di Tempat Kerja: Panduan bagi Para 
Pemberi Kerja oleh APINDO23.

Selain itu, telah banyak juga perusahaan yang memiliki berbagai panduan dan kebijakan yang 
berlaku secara internal di perusahaan terkait dengan upaya pencegahan maupun penanganan 
kekerasan dan pelecehan di tempat kerja. Hal ini sejalan dengan amanat SE.03/MEN/IV.2011 
yang menghimbau perusahaan untuk memiliki kebijakan internal terkait pencegahan pelecehan 
seksual di tempat kerja. Kebijakan internal perusahaan ini dapat diwujudkan dalam bentuk 
Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja Bersama, maupun Standard Operational Procedure 
(SOP) Perusahaan. Seiring dengan adanya KILO 190, maka akan sangat baik jika pemberi kerja 
juga menyesuaikan kebijakan-kebijakan perusahaan dengan KILO 190. 

22	 Better Work Indonesia. 2017, Pedoman Pencegahan Pelecehan di Tempat Kerja: Pedoman untuk Perusahaan, https://toolsfortransformation.net/
indonesia/wp-content/uploads/2017/05/Guidelines-on-the-Prevention-of-Workplace-Harassment_IND-3.pdf

23	 APINDO. 2012. Pencegahan dan Penanganan Pelecehan Seksual di Tempat Kerja: Panduan bagi Para Pemberi Kerja. https://betterwork.org/wp-
content/uploads/2017/09/7-L-GUIDE-2012-Pencegahan-Penanganan-Pelecehan-Seksual-di-Tempat-Kerja-APINDO-LG.pdf

1
2

https://toolsfortransformation.net/indonesia/wp-content/uploads/2017/05/Guidelines-on-the-Prevention
https://toolsfortransformation.net/indonesia/wp-content/uploads/2017/05/Guidelines-on-the-Prevention
https://betterwork.org/wp-content/uploads/2017/09/7-L-GUIDE-2012-Pencegahan-Penanganan-Pelecehan-Seksual-di-Tempat-Kerja-APINDO-LG.pdf
https://betterwork.org/wp-content/uploads/2017/09/7-L-GUIDE-2012-Pencegahan-Penanganan-Pelecehan-Seksual-di-Tempat-Kerja-APINDO-LG.pdf
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BAGAN 3 MUATAN KEBIJAKAN DALAM DUNIA KERJA

Hak-hak pekerja yang 
berkaitan dengan  
kekerasan dan pelecehan.4

Program pencegahan 
kekerasan dan pelecehan.2 Peran dan tanggung jawab 

yang jelas antara pekerja 
dengan pemberi kerja.3

Langkah-langkah 
perlindungan terhadap 
pihak yang mengajukan 
keluhan/laporan, korban, 
saksi, dan whistle-blower.7

Prosedur keluhan/
pelaporan dan mekanisme 
penanganannya.5

Penindakan terhadap 
pelaku.8 Pemulihan korban.9

Kepastian bahwa komunikasi 
internal dan eksternal yang 
terkait dengan peristiwa 
kekerasan dan pelecehan 
akan dipertimbangkan dan 
ditindaklanjuti.6

Pernyataan zero tolerance 
terhadap kekerasan dan 
pelecehan.1

Berdasarkan panduan dari Better Work Indonesia, dalam kaitannya dengan persoalan kekerasan 
dan pelecehan di tempat kerja, setidak-tidaknya ada dua tindakan utama yang harus dimiliki 
oleh perusahaan atau pemberi kerja, yakni: 

Mengembangkan, menyokong, dan mengkomunikasikan kebijakan tentang pe-
lecehan di tempat kerja kepada seluruh karyawan. Kebijakan harus disebarkan 
kepada seluruh karyawan selama masa rekrutmen dan orientasi karyawan baru; dan

Mengambil tindakan perbaikan yang efektif dan pantas apabila terjadi pelecehan 
di tempat kerja. Pengusaha/manajemen diwajibkan untuk menahan tindakan 
yang dapat dikategorikan sebagai pelecehan. Pengusaha/manajemen harus 
berkontribusi terhadap terciptanya dan terbinanya lingkungan kerja yang bebas 
dari pelecehan dengan menerapkan standar untuk menghilangkan segala bentuk 
pelecehan24.

24	 Better Work Indonesia, Op.Cit, hlm. 13.
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Karena itu, hal utama yang bisa dilakukan oleh perusahaan atau pemberi kerja adalah 
membentuk mekanisme internal dalam perusahaan, organisasi, atau lembaga untuk mencegah 
dan merespons kasus-kasus kekerasan dan pelecehan di tempat kerja. 

BOX 11 BEST PRACTICE KEBIJAKAN TERKAIT KEKERASAN DAN PELECEHAN OLEH LEMBAGA 

PEMERINTAHAN

Kementerian Keuangan Republik Indonesia menerbitkan SE-36/MK.1./2020 tentang 
Pencegahan dan Dukungan Penanganan Pelecehan Seksual di Lingkungan Kerja dalam 
rangka meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender lingkup Kementerian Keuangan. 

Kementerian Keuangan juga berkomitmen untuk melakukan edukasi melalui berbagai 
program orientasi dan pelatihan/seminar kepada pegawai serta komunikasi dengan 
sosialisasi melalui berbagai media cetak dan elektronik, media sosial, layanan konsultasi 
psikologi, dan lain-lain. 

Kebijakan yang memuat acuan dalam upaya peningkatan, pemahamam, pencegahan, 
dan penanganan pelecehan seksual di lingkungan kerja serta upaya edukasi yang 
dilakukan kepada pegawai ini merupakan salah satu contoh baik yang bisa dilakukan oleh  
Lembaga pemerintahan dalam mendukung upaya pencegahan kekerasan dan pelecehan 
di tempat kerja.

Sebagai contoh yang dapat dilihat pada Box 11, adalah kebijakan internal yang dikeluarkan oleh 
Kementerian Keuangan terkait pencegahan dan penangan pelecehan seksual. 

B.	Pernyataan Kebijakan

Salah satu elemen kunci untuk mencapai keberhasilan dalam pencegahan kekerasan dan 
pelecehan di tempat kerja adalah adanya komitmen dari seluruh tingkatan dalam perusahaan, 
mulai dari tingkat eksekutif hingga ke karyawan lainnya. Hal yang bisa mendorong komitmen ini 
adalah dibuatnya pernyataan kebijakan oleh perusahaan, yang secara umum berisi penegasan 
terhadap prinsip perusahaan dalam pencegah kekerasan dan pelecehan di tempat kerja. 
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BOX 12 BEST PRACTICE KEBIJAKAN TERKAIT KEKERASAN DAN PELECEHAN OLEH PERUSAHAAN

PT Adi Sarana Armana, Tbk (PT ASSA) dan Anak Perusahaan pada tahun 2020 menerbitkan 
Panduan Pencegahan Pelecehan Seksual dan Intimidasi di Tempat Kerja. Panduan ini berisi 
penjelasan mengenai pelecehan seksual dan intimidasi di tempat kerja, serta mekanisme 
penanganan pelecehan seksual dan intimidasi di tempat kerja. 

Mekanisme penanganan ini terdisi dari kebijakan perusahaan tentang pelecehan 
seksual dan intimidasi di tempat kerja, prosedur penanganan, dan juga kebijakan terkait 
kerahasiaan. Selain itu, panduan ini juga mengatur menenai program pencegahan berupa 
promosi dan edukasi yang harus dilakukan oleh perusahaan. 

Pernyataan kebijakan sebaiknya dibuat secara tertulis, dapat diakses secara terbuka, dan 
dikeluarkan oleh pimpinan tertinggi perusahaan. Hal ini diperlukan untuk menjamin penerimaan 
dan kepatuhan dari para pekerja, penyelia dan manager, sekaligus juga perhatian dari pihak 
ketiga yakni mitra-mitra perusahaan. Sebagai contoh di dalam Box 12 ada panduan tentang 
pelecehan seksual dan mekanisme penanganannya yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan 
yang diberlakukan untuk perusahaan dan anak perusahaannya.

Pernyataan kebijakan perusahaan setidaknya harus mengandung hal-hal berikut: 

1
Pernyataan bahwa seluruh karyawan, baik karyawan tetap maupun kontrak, 
peserta magang, maupun pekerja dalam masa percobaan, pelamar kerja, dan juga 
pihak ketiga yang terkait dengan perusahaan berhak untuk diperlakukan sesuai 
dengan harkat martabatnya dan tanpa perbedaan; 

2 Penjelasan mengenai definisi pelecehan dan kekerasan seksual di tempat kerja 
serta bentuk-pentuk perilaku yang dapat digolongkan sebagai pelecehan dan 
kekerasan; 

3 Deklarasi bahwa setiap bentuk pelecehan dan kekerasan di tempat kerja adalah 
hal yang dilarang oleh perusahaan, tanpa toleransi sama sekali; 

4 Jaminan bahwa semua orang yang menjadi korban perlakukan yang termasuk 
ke dalam kekerasan dan pelecehan di tempat kerja berhak untuk mengajukan 
keberatan, dan tindakan penanganan yang wajar harus diambil oleh perusahaan 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perusahaan tersebut; 
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5
Penjelasan tentang prosedur yang dapat ditempuh oleh korban kekerasan dan 
pelecehan di tempat kerja, termasuk penjelasan terkait orang yang ditugaskan 
untuk mengelola prosedur tersebut; 

6
Deklarasi yang menyatakan bahwa tindakan kekerasan dan pelecehan 
merupakan pelanggaran terhadap kebijakan perusahaan dan akan berakibat pada 
diterapkannya tindakan disiplin yang sesuai dengan Peraturan Perusahaan atau 
Perjanjian Kerja Bersama; 

7 Penjelasan bahwa seluruh penyelia dan manajer dibebankan dengan tugas positif 
untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut dan menunjukkan kepemimpinan 
melalui keteladanan.

Pernyataan kebijakan perusahaan sebaiknya menggunakan bahasa lugas yang mudah dimengerti, 
serta bersifat spesifik sesuai dengan konteks perusahaan tersebut. Sebagai contoh, perusahaan 
yang bergerak di sektor yang lebih rawan mengalami kekerasan dan pelecehan seksual karena 
pekerjaannya sering bersentuhan dengan pihak ketiga seperti sektor pariwisata, bisa membuat 
pernyataan kebijakan yang mengatur mengenai tata cara bertindak terhadap pihak ketiga. 

BOX 13 BEST PRACTICE PERNYATAAN KEBIJAKAAN PERUSAHAAN

Pedoman Perilaku Bisnis Fonterra Co-operative Group Limited menyebutkan bahwa: 
“Perusahaan tidak menoleransi segala bentuk pelecehan (verbal, seksual atau fisik), 
intimidasi atau viktimisasi, baik secara langsung (tatap muka) maupun tidak langsung. 
Aktivitas tidak langsung dapat mencakup email, pesan teks/SMS, media sosial atau 
mengekspos rekan kerja ke gambar atau konten yang menyinggung dan/atau tidak 
sah secara sengaja atau tidak sengaja”. Lebih lanjut, dokumen yang sama menyebutkan 
bahwa pekerja dapat membuat laporan segala tindakan Pelecehan, Penindasan, dan 
Pengorbanan melalui Hotline Perusahaan.

Pernyataan kebijakan juga bisa diintegrasikan sebagai bagian dari Peraturan Perusahaan maupun 
Perjanjian Kerja Bersama, disesuakan dengan sanksi-sanksi yang relevan dan berbagai tindakan 
disiplin atas ketidakpatuhan. Pernyataan kebijakan juga bisa dibuat bersama-sama dengan 
serikat pekerta atau perwakilan pekerja, untuk memperkuat komitmen terhadap pernyataan 
kebijakan tersebut. 
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BOX 14 BEST PRACTICE PERNYATAAN KEBIJAKAN DALAM PERATURAN PERUSAHAAN

Peraturan perusahaan PT Logindo Samudramakmur Tbk. menyebutkan bahwa: 
“Perusahaan berkomitmen untuk menyediakan lingkungan kerja yang tidak diskriminatif, 
bebas dari pelecehan dalam bentuk apapun. Perusahaan juga memastikan tidak ada 
ancaman atau kekerasan di lingkungan kerja. Karyawan yang terlibat dalam ancaman dan 
kekerasan akan dikenakan tindakan disipliner dan bahkan tuntutan hukum.”

Dalam upaya untuk memastikan seluruh pekerja mengetahui dan paham terhadap pernyataan 
kebijakan perusahaan, maka dokumen tersebut perlu untuk disosialisasikan secara kontinyu. 
Pihak manajemen perusahaan berkewajiban untuk mendistribusikan kebijakaan ini kepada para 
pegawai, supervisor, manager, direktur, klien, ataupun pihak ketiga manapun yang memiliki 
hubungan dengan perusahaan. 

C.	 Upaya Pencegahan Kekerasan dan Pelecehan di Tempat Kerja oleh 
Perusahaan/Pemberi Kerja 

Pencegahan merupakan cara yang paling efektif bagi perusahaan untuk mencapai target zero 
tolerance terhadap kekerasan dan pelecehan di tempat kerja. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi Nomor SE.03/MEN/IV/2011 menjelaskan 4 (empat) jenis tindakan pencegahan 
yang dapat dilakukan, yakni:25

1
Komunikasi, dilakukan dengan sosialisasi mengenai pelecehan seksual melalui Forum 
Kerja Sama Bipartit, Forum Kerja Sama Tripartit, dan berbagai media cetak dan 
elektronik;

2 Pendidikan: dilakukan melalui program orientasi dan pengenalan staf baru, ceramah 
agama, atau kegiatan terprogram tertentu;

3 Pelatihan: memberikan pelatihan khusus di tingkat supervisor, manajerial dan pelatih 
untuk mengidentifikasi masalah pelecehan dan pencegahan, pelatihan untuk Tim 
Penanggulangan Pelecehan Seksual;

25	 Pedoman Pencegahan Pelecehan Seksual di Tempat Kerja: Diterbitkan berdasarkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi 
Nomor SE.03/MEN/IV/2011 oleh Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi dan International Labor Organization (ILO), hlm. 13.
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4
Mendorong perusahaan untuk membangun komitmen dalam pencegahan pelecehan 
seksual di lingkungan kerja, termasuk pemberian sanksi dan tindakan disipliner lainnya 
dengan adanya kebijakan dan perjanjian kerja perusahaan, peraturan perusahaan, 
atau perjanjian kerja bersama.

Kegiatan-kegiatan perusahaan yang dilakukan dengan tujuan mempromosikan kesadaran akan 
kekerasan dan pelecehan di tempat kerja merupakan hal yang sangat penting untuk memastikan 
berjalannya kebijakan perusahaan. Beberapa hal yang dapat menjadi bahasan dalam program 
promosi dan edukasi, antara lain: 

1 Diskusi yang memberikan pemahaman pada pekerja maupun manajemen 
tentang definisi dan tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan sebagai 
kekerasan dan pelecehan di tempat kerja; 

2 Pemahaman mengenai tindakan yang sebaiknya dilakukan jika melihat 
kekerasan dan pelecehan di tempat kerja; 

3 Pemahaman terkait pihak-pihak yang dapat dihubungi jika memiliki ternyataan 
atau kebutuhan terhadap informasi lanjutan terhadap kebijakan perusahaan 
tentang kekerasan dan pelecehan di tempat kerja; dan 

4 Jaminan bahwa semua aduan dan keluhan terkait kekerasan dan pelecehan di 
tempat kerja akan ditangani secara pribadi dan rahasia. 

D.	Penanganan Kekerasan dan Pelecehan di Tempat Kerja oleh 
Perusahaan/Pemberi Kerja 

Meskipun telah melakukan upaya pencegahan, perusahaan juga memiliki tanggung jawab 
untuk tetap menyiapkan mekanisme penanganan dalam hal terjadi kekerasan dan pelecehan 
di tempat kerja. Mekanisme penanganan kekerasan dan pelecehan ini dapat diintegrasikan 
dalam pernyataan kebijakan perusahaan yang telah dibahas sebelumnya. Mekanisme 
penanganan kekerasan dan pelecehan di tempat kerja setidak-tidaknya mencakup:  
1) Prosedur Pengajuan Keluhan; 2) Prosedur Penanganan Keluhan; 3) Tindakan Disiplin dan 
Sanksi-Sanksi; 4) Tindakan Perlindungan dan Pemulihan Korban; dan 5) Evaluasi dan Pemantauan.  
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1.	 Prosedur Pengajuan Keluhan

Prosedur pengajuan keluhan yang efektif membawa pesan dari perusahaan bahwa semua kasus 
kekerasan dan pelecehan akan ditangani dengan serius. Selain itu, penting untuk memastikan 
bahwa semua keluhan akan ditangani secara konsisten dalam batas waktu yang jelas. Prosedur 
pengajuan keluhan yang efektif sebaiknhya menyediakan beragam opsi bagi korban, sebagai 
contoh, korban dapat melapor pada para penyelianya, manager HRD, maupun staf lain yang 
ditugaskan untuk menangani keluhan. Hal ini akan mencegah conflict of interest, serta membuat 
korban dapat memilih opsi yang lebih sesuai dengan kondisi mereka. 

Penting untuk dicatat bahwa orang-orang yang dijadikan sebagai opsi penerima keluhan wajib 
memiliki pengetahuan yang relevan, serta menerima pelatihan yang tepat untuk menangani 
keluhan tentang kekerasan dan pelecehan. Inilah pentingnya perusahaan untuk melakukan 
pelatihan dan edukasi tentang Pernyataan Kebijakan Perusahaan.

Mengacu pada Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 
SE.03/MEN/IV/2011, prosedur pengajuan keluhan dapat dilakukan melalui dua 
mekanisme, yaitu mekanisme informal dan mekanisme formal. Mekanisme 
informal terletak pada penyelesaian dan menghindari sanksi dan kompensasi.26 
Mekanisme formal berfokus pada pembuktian apakah suatu pengaduan atau laporan dapat 
dibuktikan kebenarannya.27

Namun, dalam konteks pemberi kerja, maka panduan ini akan berfokus pada prosedur 
penanganan keluhan yang bersifat formal. Prosedur penanganan keluhan yang dibuat oleh 
pemberi kerja ini harus paling tidak mengandung elemen-elemen berikut: 

Prosedur langkah demi langkah pelaporan dan pemrosesan keluhan, dengan 
jangka waktu yang wajar untuk setiap langkah;

Prosedur investigasi; dan 

Prosedur pengajuan banding yang memungkinkan para pihak yang tidak  
puas untuk mengajukan banding atas hasil investigasi kepada otoritas yang lebih 
tinggi.28

26	 Pedoman Pencegahan Pelecehan Seksual di Tempat Kerja: Diterbitkan berdasarkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan dan TransmigrasiNomor 
SE.03/MEN/IV/2011 oleh Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi dan International Labor Organization (ILO), hlm. 16-17.

27	 Pedoman Pencegahan Pelecehan Seksual di Tempat Kerja: Diterbitkan berdasarkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan dan TransmigrasiNomor 
SE.03/MEN/IV/2011 oleh Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi dan International Labor Organization (ILO), hlm. 17.

28	 Better Work Indonesia, Op.Cit., hlm. 13.
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Perusahaan atau pemberi kerja wajib memastikan bahwa perusahaan memiliki prosedur formal 
yang dapat digunakan untuk merespons kekerasan dan pelecehan di tempat kerja. Prosedur ini 
juga harus dikomunikasikan kepada seluruh karyawan. 

2.	 Prosedur Penanganan Keluhan

Dalam mewujudkan prosedur penanganan ini, Perusahaan atau pengusaha wajib membentuk 
komite khusus yang bertugas untuk menyelesaikan keluhan kekerasan dan pelecehan seksual. 
Komite yang berperan dalam tindakan pencegahan dapat sekaligus ditunjuk sebagai komite 
penanganan. Komite yang melakukan penanganan kekerasan dan pelecehan harus memiliki 
keseimbangan gender, serta telah dilatih untuk menangani masalah pelecehan. 

Dalam merespons kasus-kasus kekerasan dan pelecehan di tempat kerja, faktor-faktor berikut 
harus dipertimbangkan: 

Investigasi seksama; 
Dianggap tidak bersalah hingga 
dibuktikan sebaliknya;

Dukungan pada korban; Kerahasiaan;

Transparansi; Dibatasi waktu;

Perlindungan korban pelecehan dari tindakan balas dendam.

BOX 15 RESOURCE PELATIHAN PENANGANAN KASUS KEKERASAN DAN PELECEHAN

Hukum Online bersama dengan LBH APIK Jakarta memiliki starter-kit “pendamping 
perempuan korban kekerasan”. Kelas online ini dapat diakses gratis, melalui: 
https://learning.hukumonline.com/kelas/25sfwd-courses_slug25/9870/starter-kit-
pendamping-perempuan-korban-kekerasan/

https://learning.hukumonline.com/kelas/25sfwd-courses_slug25/9870/starter-kit-pendamping-perempuan-korban-kekerasan/
https://learning.hukumonline.com/kelas/25sfwd-courses_slug25/9870/starter-kit-pendamping-perempuan-korban-kekerasan/
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3.	 Tindakan Disiplin dan Sanksi-Sanksi

Untuk memberikan efek jera, perlu adanya bentuk tindakan disiplin dan sanksi. Mekanisme 
dan prosedur untuk pengambilan tindakan disiplin maupun sanksi kepada yang bersangkutan 
dapat diatur dan disepakati dalam pernyataan kebijakan, peraturan perusahaan, perjanjian 
kerja bersama atau code of conduct. 

Bentuk tindakan disiplin atau sanksi dapat berupa peringatan tertulis, pemindahan tugas, 
pengurangan upah, pemberhentian sementara, hingga pemutusan hubungan kerja. Terdapat 
faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam pemberian tindakan disiplin, antara lain: 

1 Berat-ringannya dampak kekerasan dan pelecehan terhadap korban dan lingkungan 
kerja

2 Frekuensi kekerasan dan pelecehan; 

3 Keinginan korban terhadap mekanisme yang digunakan; 

4 Apakah pelaku dianggap sudah mengetahui bahwa perilakunya tidak disukai atau 
dikehendaki; 

5 Sejauh mana rasa bersalah pelaku; 

6 Apakah terduga pelaku pernah melakukan kejadian atau peringatan sebelumnya, 
dsb.

 

4.	 Tindakan Perlindungan dan Pemulihan Korban 

Balas dendam atau retaliasi adalah hal yang sangat mungkin terjadi dalam kasus kekerasan dan 
pelecehan di tempat kerja, terutama jika terduga pelaku kekerasan dan pelecehan memiliki 
posisi lebih tinggi dibandingkan dengan korban. Perusahaan atau pemberi kerja wajib untuk 
memastikan kerahasiaan selama proses investigasi dan melindungi pihak yang mengajukan 
keluhan. Sebagai bagian dari tindak lanjut, petugas yang bertanggung jawab menangani keluhan 
perlu secara berkala memantau pihak yang mengajukan keluhan untuk memastikan tidak ada 
tindakan balas dendam atau tindakan serius lain yang dihadapi. 
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Selain itu, perusahaan atau pemberi kerja dapat pula mengusahan tindakan-tindakan 
pemulihan lain terhadap korban, antara lain: tuntutan permohonan maaf dari pelaku kekerasan 
dan pelecehan; merehabilitasi korban; kompensasi terhadap kerugian materiil yang mungkin 
diderita oleh korban; dsb. 

Di sisi lain, jika terbukti bahwa keluhan yang diajukan ternyata tidak memiliki dasar yang kuat, 
tindakan pemulihan juga perlu diberikan kepada pihak yang dituduh sebagai pelaku, dengan 
mempertimbangkan kerugian materil maupun immaterial yang diderita. 

5.	 Evaluasi dan Pemantauan 

Beberapa kebijakan terkait evaluasi dan pemantauan yang bisa diadopsi oleh pemberi kerja 
atau pengusaha, antara lain: 

1 Memerintahkan kepada atasan atau manajer untuk selalu menanggapi dengan serius 
semua kelihan terkait kekerasan dan pelecehan di tempat kerja; 

2 Memantau kepatuhan pekerja dan manajemen terhadap pernyataan kebijakan 
perusahaan tentang kekerasan dan pelecehan di tempat kerja; 

3 Mengembangkan laporan tahunan yang disampaikan kepada pimpinan tentang 
jumlah dan jenis keluhan terkait kekerasan dan pelecehan yang diterima sepanjang 
tahun; dan

4 Mengevaluasi secara berkala keefektifan mekanisme pencegahan dan penanganan 
kekerasan dan pelecehan yang berlaku di tempat kerja. 
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Ketimpangan relasi kuasa dalam hierarki pekerjaan mau tidak mau menempatkan pekerja 
pada posisi yang rentan mengalami kekerasan maupun pelecehan. Pekerja yang menyandang 
identitas tertentu – misalnya berkenaan dengan jenis kelamin; gender; ras; etnis – maupun 
kondisi tertentu – seperti disabilitas – bahkan menghadapi risiko yang lebih tinggi. 

Di samping itu, ada beberapa kondisi kerja yang juga membuat pekerja berisiko tinggi 
mengalami kekerasan dan pelecehan di dunia kerja. Sebagai contoh: waktu dan lokasi kerja 
yang mengekspos pekerja pada kemungkinan terjadinya kekerasan dan pelecehan, misalnya 
dalam perjalanan kerja saat malam hari atau menempuh jarak yang jauh. Lalu kondisi-kondisi 
yang mengharuskan untuk bekerja sendiri atau terisolir– misalnya saat pekerja ditempatkan 
di unit-unit yang terisolasi, harus bekerja di waktu-waktu tertentu yang minim pekerja lain di 
sekitar, atau pekerja domestik dengan jam kerja yang panjang dan terisolasi di rumah pemberi 
kerja – juga sangat berisiko.29 Pekerja yang harus berinteraksi dengan pihak ketiga – seperti 
pelanggan, pasien – juga rentan mengalami kekerasan dan pelecehan karena cukup sulit untuk 
menjangkau atau mengontrol perilaku pihak ketiga.30 

Selain itu, pekerja perempuan sangat rentan mengalami kekerasan dan pelecehan, tidak hanya di 
sektor-sektor kerja yang sebagian besar pekerjanya adalah laki-laki – misalnya bidang konstruksi, 
pertambangan – tetapi juga di sektor-sektor di mana pekerja berupah rendah didominasi oleh 
perempuan sedangkan supervisor dan manajernya adalah laki-laki, misalnya di sektor garmen 
pada umumnya.31 Perubahan yang signifikan dalam dunia kerja – seperti intensifnya remote 
working akibat pandemi COVID-19 – juga mengarah pada peningkatan risiko pelecehan dan 
cyberbullying.32 

29	 Violence and Harassment in the World of Work: Facilitator Guide - Train the Trainers Toolkit on the ILO Violence and Harassment Convention (No. 
190) and Recommendation (No. 206), 2021, hlm. 22. 

30	 Ibid., hlm. 20–21.

31	 Ibid., hlm. 24–25.

32	 Ibid., hlm. 25.

"Pekerja perempuan sangat rentan mengalami kekerasan 
dan pelecehan. Perubahan yang signifikan dalam 
dunia kerja – seperti intensifnya remote working akibat 
pandemi COVID-19 – juga mengarah pada peningkatan 
risiko pelecehan dan cyberbullying."
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Hubungan kerja informal yang pada umumnya disertai dengan perlindungan yang minim, 
kondisi kerja yang tidak memadai, serta diwarnai kerentanan ekonomi juga menyebabkan 
pekerja informal seringkali mengalami kekerasan maupun pelecehan.33 Bahaya psikososial yang 
ditemukan dalam desain kerja, organisasi kerja, manajemen, kondisi kerja, dan hubungan kerja 
yang tidak memadai sangat berpengaruh pada work-related stress yang dapat meningkatkan 
risiko kekerasan dan pelecehan.34 

BAGAN 4 KONDISI PEKERJA YANG BERESIKO TINGGI MENGALAMI KEKERASAN DAN PELECEHAN

Interaksi 
pekerjaan 
dengan pihak 
ketiga yang 
berpotensi  
tidak aman.3

Kondisi yang 
mengharuskan 
untuk bekerja 
sendiri atau 
terisolasi.2 Sektor-sektor  

yang didominasi  
oleh laki-laki.4Waktu dan  

lokasi kerja.1

Perubahan  
dunia kerja.6 Hubungan kerja 

informal.7Sektor-sektor  
yang 
difeminisasi. 5 Bahaya 

dan risiko 
psikososial. 8

Pada bab sebelumnya, telah dijelaskan bahwa jumlah pekerja yang bergabung ke dalam serikat 
pekerja sangatlah terbatas. Karena dibutuhkan pendekatan yang inklusif serta strategi yang 
komprehensif untuk menghapuskan kekerasan dan pelecehan di dunia kerja, maka peran 
pekerja secara individual pun sangatlah diperlukan. Sebagai langkah awal, program pendidikan 
dan pelatihan merupakah langkah dasar yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran 
para pekerja.35 Pekerja perlu memahami bagaimana peran dan tanggung jawabnya dalam 
merespons dan mencegah kekerasan dan pelecehan di dunia kerja, di antaranya: 

33	 Ibid., hlm. 24.

34	 Ibid., hlm. 26.

35	 Government of Alberta, Employent and Immigration, Workplace Health and Safety Bulletin - Preventing Violence and Harassment at the Workplace, 
2010, 7, https://open.alberta.ca/dataset/e7d32d97-1316-4c06-98f9-72f80655a0c3/resource/d486e8ad-aa03-45f4-bdd9-6b5fba340fdb/download/zz-2006-
11-preventing-violence-and-harassment-at-the-workplace.pdf.

https://open.alberta.ca/dataset/e7d32d97-1316-4c06-98f9-72f80655a0c3/resource/d486e8ad-aa03-45f4-bdd9-6b5fba340fdb/download/zz-2006-11-preventing-violence-and-harassment-at-the-workplace.pdf
https://open.alberta.ca/dataset/e7d32d97-1316-4c06-98f9-72f80655a0c3/resource/d486e8ad-aa03-45f4-bdd9-6b5fba340fdb/download/zz-2006-11-preventing-violence-and-harassment-at-the-workplace.pdf
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BAGAN 5 PERAN PEKERJA DALAM MERESPONS DAN MENCEGAH KEKERASAN DAN PELECEHAN DI 

DUNIA KERJA

Turut mensosiali-
sasikan kebijakan 
tempat kerja 
(SE MENAKER 
2011).

Terlibat dalam 
desain, implementasi, 
dan pengawasan 
kebijakan tempat 
kerja (R206, SE 
MENAKER 2011).

Bekerja sama dalam 
upaya pencegahan 
dan penanganan 
kekerasan dan 
pelecehan.

Memberikan 
dukungan 
terhadap korban. 

Keterlibatan pekerja dalam mendesain dan mengawasi kebijakan tempat kerja menuntut 
adanya pemahaman pekerja mengenai hak dan tanggung jawab pekerja berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku maupun kebijakan tempat kerja, serta substansi minimum 
yang seharusnya dimuat dalam kebijakan tempat kerja mengenai kekerasan dan pelecehan. 
Penting untuk memastikan bahwa hal-hal berikut dimuat dalam kebijakan tempat kerja:36 

Kebijakan tempat kerja tersebut, terutama yang berkaitan dengan hak, peran, dan tanggung 
jawab; prosedur keluhan/pelaporan dan mekanisme penanganannya; langkah-langkah 
perlindungan terhadap pihak yang mengajukan keluhan, korban, saksi, dan whistle-blower dari 
viktimisasi maupun tuntutan balik; serta pemulihan korban. Pekerja juga harus membekali diri 
dengan pemahaman mengenai ruang lingkup kekerasan dan pelecehan di dunia kerja, bentuk-
bentuk kekerasan dan pelecehan, serta faktor-faktor risiko yang ada.37 Selanjutnya, pekerja 
harus membekali diri dengan pemahaman akan kebijakan yang tersedia di tempat dia bekerja.

A.	Mekanisme Penanganan Kasus  

Adanya kekerasan dan pelecehan di dunia kerja sangat berdampak pada kenyamanan dalam 
bekerja, produktivitas kerja, serta kesehatan dan kesejahteraan pekerja. Dampak ini tidak 
hanya dirasakan oleh pekerja yang menjadi korban, tetapi juga orang-orang di sekitar korban, 
termasuk rekan kerja yang menyaksikan kejadian tersebut. Pekerja perlu memahami bahwa 
melaporkan setiap kekerasan yang terjadi merupakan langkah yang sangat penting untuk 
mendorong adanya penanganan yang layak serta pencegahan di masa mendatang.38 Dengan 
melaporkan kekerasan-kekerasan yang terjadi, pekerja dapat melecut kesadaran pemberi kerja, 

36	 Diolah dari Poin 7 R2016 dan Pedoman Pencegahan Pelecehan Seksual di Tempat Kerja berdasarkan SE MENAKER No. SE.03/MEN/IV/2011. Lihat 
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi and Organisasi Perburuhan Internasional, Pedoman Pencegahan Pelecehan Seksual di Tempat Kerja (Indonesia, 
2011), https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_171328.pdf.

37	 Government of Alberta, Employent and Immigration, VAH001 - Violence and Harassment, 15.

38	 Preventing Violence and Harassment in the Workplace.

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_171328.pdf
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sehingga mekanisme kontrol dapat diterapkan dengan lebih baik.39 Oleh karena itu, penting bagi 
pekerja untuk memahami mekanisme-mekanisme pelaporan yang tersedia di tempat kerja, dan 
jika perusahaan tidak memiliki mekanisme formal di dalam perusahaan, maka pekerja perlu 
mengetahui mekanisme yang tersedia di luar perusahaan. 

1.	 Mekanisme Internal di Tempat Kerja

Apabila perusahaan tempat pekerja bekerja memiliki mekanisme penanganan kasus secara 
formal dan pekerja memutuskan untuk melaporkan adanya kekerasan maupun pelecehan 
secara formal, maka pekerja perlu menyusun kronologi kejadian yang akan diperlukan untuk 
mengidentifikasi kekerasan dan pelecehan yang terjadi. Informasi yang perlu di masukkan 
dalam kronologis yang menjadi dokumen pelaporan kekerasan dan pelecehan di antaranya 
dapat dilihat dalam Bagan 6.40

BAGAN 6 DOKUMENTASI KASUS

Saat terjadinya 
peristiwa 
(tanggal, waktu). 3

Keadaan  
(kegiatan dan 
faktor situasional) 
khusus mengenai 
peristiwa. 2 Rincian pelaku 

(nama, usia, jenis 
kelamin).4

Tempat terjadi- 
nya peristiwa,  
termasuk deskripsi 
lingkungan fisik. 1

Bentuk kekerasan 
dan pelecehan 
yang terjadi.

Dampak dari 
kekerasan dan 
pelecehan yang 
terjadi. 

6

9

Nama dan 
keterangan saksi. 

Informasi lain 
yang relevan  
(bukti fisik).

7

10

Hubungan 
antara pelaku 
dengan korban.  5

Deskripsi 
tentang apa yang 
terjadi pasca 
peristiwa.8

39	 Preventing Violence and Harassment in the Workplace.

40	 Preventing Violence and Harassment in the Workplace’; Ida Ruwaida Noor and Irwan M. Hidayana, eds., Pencegahan dan Penanganan Pelecehan 
Seksual di Tempat Kerja: Panduan bagi para Pemberi Kerja (APINDO, 2012), 21, https://betterwork.org/wp-content/uploads/2017/09/7-L-GUIDE-2012-
Pencegahan-Penanganan-Pelecehan-Seksual-di-Tempat-Kerja-APINDO-LG.pdf.

https://betterwork.org/wp-content/uploads/2017/09/7-L-GUIDE-2012-Pencegahan-Penanganan-Pelecehan-Seksual-di-Tempat-Kerja-APINDO-LG.pdf
https://betterwork.org/wp-content/uploads/2017/09/7-L-GUIDE-2012-Pencegahan-Penanganan-Pelecehan-Seksual-di-Tempat-Kerja-APINDO-LG.pdf
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2.	 Mekanisme yang tersedia di Luar Tempat Kerja 

Tidak semua perusahaan memiliki mekanisme penanganan kasus di dalam perusahaan, sehingga 
ada kalanya pekerja perlu untuk mengakses mekanisme informal di luar tempat kerja. Hal ini 
terutama terjadi bagi pekerja yang tidak berada dalam hubungan kerja formal. Dalam kondisi 
demikian, pekerja perlu mencari lembaga-lembaga layanan korban. Pekerja dapat merujuk ke 
Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di setiap unit pemerintah. Pekerja juga dapat mengakses 
laman https://fpl.or.id/ untuk melihat lembaga-lembaga pengada layanan korban lainnya. 

GAMBAR 2 SITUS FORUM PENGADA LAYANAN

B.	Dukungan terhadap Korban  

KILO 190 dan R206 menegaskan perlunya dukungan terhadap korban.41 Kekerasan dan 
pelecehan sangat berdampak bagi korban dan oleh karenanya dibutuhkan lingkungan sekitar 
yang mendukung pemulihan korban. Terlebih, masih ada kecenderungan di berbagai kalangan 
untuk menyepelekan tindakan-tindakan pelecehan atau bahkan menyalahkan korban atas 
kekerasan maupun pelecehan yang dialaminya. Dalam konteks tertentu– misalnya pekerja 
rumah tangga, pekerja migran, dll. Bahkan sangat sulit bagi korban untuk bisa lepas dari jerat 
kekerasan maupun pelecehan. 

41	  Pasal 4 ayat (2) huruf e dan Pasal 10 poin b C190; Poin 17 R206.

https://fpl.or.id/
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Beberapa hal yang dapat dilakukan oleh pekerja sebagai untuk memberi dukungan terhadap 
korban adalah: 

BAGAN 7 DUKUNGAN KEPADA KORBAN DARI PEKERJA

Membantu korban untuk mengakses 
layanan yang dibutuhkan. 

Dapat membantu melaporkan kasus ke pihak 
yang berwenang baik di perusahaan atau luar 
perusahaan.54

Mendokumentasikan 
kasus.3Menjaga kerahasiaan 

korban. 2
Menjadi pendengar 
yang baik saat korban 
menyampaikan  
keluh kesah.1

Pekerja yang menjadi teman korban tidak boleh memaksa korban untuk bercerita. Yang 
diperlukan adalah menyampaikan kesediaannya untuk mendengarkan keluh kesah korban 
apabila korban sudah siap untuk menceritakan hal tersebut. Saat korban menyampaikan keluh 
kesahnya, maka pekerja yang dipercaya oleh korban perlu memberikan empati dan validasi 
atas perasaan korban. Hal ini dapat disampaikan dengan mengatakan, “Terima kasih sudah 
berbagi cerita”; atau “Aku minta maaf ini terjadi padamu”; “Kamu tidak bisa disalahkan atas 
apa yang terjadi”; atau “Saya menghormati Anda untuk mengatasi ini”; “Saya mendukung 
Anda dalam proses penyembuhan”; atau kalimat-kalimat lain yang menunjukkan kepercayaan 
dan keprihatinan terhadap korban serta dukungan terhadap korban, baik untuk memproses 
kasus maupun dalam masa pemulihan.42 Pekerja yang dipercaya untuk mendengar keluh kesah 
tersebut harus menjaga kerahasiaan korban. 

Di samping itu, penting untuk menanyakan apakah korban membutuhkan layanan tertentu 
untuk pemulihan, misalnya konseling psikologi atau bantuan profesional lainnya. 

Setelah memahami keadaan dan keinginan korban, pekerja dapat mencari informasi tentang pihak 
mana yang paling tepat yang dapat membantu korban. Dalam kondisi-kondisi tertentu di mana 
korban tidak dapat melaporkan peristiwa yang dialaminya, pekerja dapat mengkomunikasikan 
hal tersebut kepada pihak terkait berdasarkan persetujuan korban. 

Tak jarang, pekerja tahu dan melihat kekerasan dan pelecehan yang dialami oleh pekerja lainnya. 
Dalam hal ini, pekerja juga mendukung korban dengan menyatakan apa yang dialami adalah 
kekerasan dan pekerja dapat yang menjadi saksi jika dibutuhkan.

42	 Ayu Isti Prabandari, ‘Cara Mendukung Korban Kekerasan Seksual, Perhatikan Cara Komunikasi’, merdeka.com, 16 December 2021, https://www.
merdeka.com/jateng/cara-mendukung-korban-kekerasan-seksual-perhatikan-cara-komunikasi-kln.html.

https://www.merdeka.com/jateng/cara-mendukung-korban-kekerasan-seksual-perhatikan-cara-komunikasi-kln.html
https://www.merdeka.com/jateng/cara-mendukung-korban-kekerasan-seksual-perhatikan-cara-komunikasi-kln.html
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C.	 Kerjasama untuk Menghadapi Kekerasan dan Pelecehan 

Pekerja perlu terlibat secara aktif dalam upaya-upaya pencegahan dan penanganan kekerasan 
dan pelecehan di dunia kerja. Satu pekerja tidak cukup efektif untuk membantu korban yang 
menangani kasus kekerasan dan pelecehan. Oleh karena itu pekerja yang mendapatkan 
informasi pertama dapat mencari teman yang sama-sama sepaham bahwa korban perlu 
dibantu. Menangani bersama-sama akan lebih mudah ketimbang menangani sendiri. Apalagi 
jika di perusahaan tidak memiliki aturan yang jelas, hambatan dalam menangani korban akan 
lebih sulit. 

Bersama dengan pekerja lain dapat disusun rencana bagaimana mendukung korban, apakah 
dukungan dapat diharapkan melalui mekanisme yang ada di tempat kerja, atau bahkan butuh 
dukungan dari institusi lain dari luar tempat kerja.

Selain berpartisipasi menangani dan mendukung korban, partisipasi korban juga penting pekerja 
juga dapat bergabung dalam kelompok yang menentang tindak kekerasan dan pelecehan.43 
Hal ini penting dalam mengusulkan adanya desain yang perlu disusun oleh pemberi kerja. Jika 
desain itu telah ada maka dalam memonitor implementasinya.44 Peran penting lainnya adalah 
turut serta mensosialisasikan kebijakan tempat kerja masing-masing mengenai kekerasan dan 
pelecehan di dunia kerja.45 

Dengan bergabung pada kelompok-kelompok tersebut, pekerja dapat memperluas ruang untuk 
memperoleh pemahaman mengenai kebijakan dan dinamika kekerasan dan pelecehan serta 
melihat bagaimana relevansinya dengan dunia kerja. Kelompok ini dapat menjadi ruang bagi 
pekerja untuk turut mengkampanyekan anti kekerasan dan pelecehan, termasuk yang terjadi di 
dunia kerja.

43	  Noor and Hidayana, Pencegahan dan Penanganan Pelecehan Seksual di Tempat Kerja: Panduan bagi para Pemberi Kerja, 21.

44	  Poin 7 R206.

45	  Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi and Organisasi Perburuhan Internasional, Pedoman Pencegahan Pelecehan Seksual di Tempat  
Kerja, 11.
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